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BAB I 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

 

A. Membangun Integritas 

 

 Integritas merupakan suatu bentuk perilaku yang berdasarkan 

pada kejujuran yang berpegang teguh terhadap komitmen untuk 

bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang 

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan 

kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. 

Integritas merupakan salah satu budaya kerja positif yang penting 

untuk diterapkan dalam suatu organisasi dalam rangka membangun 

kepercayaan untuk tujuan bersama. Integritas merupakan salah satu 

kunci keberhasilan seorang pemimpin untuk menjalankan tanggung 

jawab yang diembannya. Ketika seseorang menerapkan prinsip 

integritas, maka ia akan selalu taat dan patuh terhadap norma dan 

aturan yang berlaku. 

Pemimpin yang berintegritas akan dapat mempengaruhi 

orang lain dengan wibawa dan keselarasannya dalam pikiran dan 

perbuatan. Kepemimpinan yang berlandaskan pada integritas akan 

lebih mudah mendapatkan kepercayaan oleh orang-orang 

disekitarnya. Ketika setiap individu dalam tim memiliki kepercayaan 

terhadap pemimpinnya, maka akan meningkatkan komitmen dari 

setiap anggota tim untuk seiring sejalan dalam bertindak untuk 

mencapai tujuan bersama. Bila seorang pemimpin tidak mendapat 

kepercayaan dari timnya, maka masing-masing individu dalam tim 

akan bertindak tanpa mengikuti arahan sehingga tujuan organisasi 
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akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dilandasi 

pada integritas penting untuk diterapkan pada suatu organisasi.  

Perilaku kepemimpinan yang berintegritas juga didasarkan 

pada etika dan akhlak yang baik. Menurut Bartens (dalam Wiranta, 

2015) Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan 

bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah 

lakunya. Akhlak sendiri merupakan kata serapan  dari Bahasa Arab 

yang bearti budi pekerti atau dalam Bahasa yang lebih tinggi juga 

disebut sebagai tata Susila (Bakry, 1978). 

Integritas yang dimiliki oleh tiap individu dalam pelaksanaan 

pelayanan publik, akan  semakin meningkatkan kepercayaan setiap 

pengguna jasanya. Dalam penerapan integritas, pemimpin harus 

dapat memperhatikan kebutuhan anggota tim agar orang-orang 

yang dipimpin mendapatkan jaminan atau kepercayaan terhadap 

pemimpinya. Seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan 

kepada setiap anggota tim untuk dapat melakukan tanggung 

jawabnya. Hal ini akan meningkatkan komitmen setiap anggota tim 

dalam melakukan tugas-tugasnya. 

 Project leader berusaha untuk menerapkan kepemimpinan 

yang berintegritas mulai dari awal pelaksanaan Aksi Perubahan. 

Dalam implementasinya, komunikasi dengan semua stakeholder 

yang terlibat dilaksanakan dengan penuh integritas agar Aksi 

Perubahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Sistem INTEGRITAS yang digagas oleh project leader 

sebagai Aksi Perubahan merupakan sistem integrasi data antara 

Aplikasi Absensi yang dikelola oleh bagian Manajemen Kinerja dan 

Informasi ASN (MKIASN) dengan Aplikasi Perjalanan Dinas yang 

dikelola oleh Bagian Perjalanan. Sehingga sebelum menjalankan 

Aksi Perubahan, project leader berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Bagian Perjalanan 
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sebagai pengelola Aplikasi Perjalanan Dinas. Project leader menjalin 

komunikasi dengan cara-cara yang berlandaskan etika dan 

berakhlak dalam rangka meminta saran dan pendapat dari aksi 

perubahan yang akan dijalankan. Project leader meminta izin 

terlebih dahulu terkait kemungkinan Aplikasi Perjalanan Dinas yang 

dikelola oleh Bagian Perjalanan dapat diintegrasikan dengan 

Aplikasi Absensi yang dikelola oleh Bagian MKIASN. Dalam proses 

komunikasi tersebut, project leader memberikan memberikan 

keyakinan bahwa aksi perubahan tidak hanya bermanfaat bagi unit 

kerja terkait, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Project 

leader memperoleh timbal balik yang baik, dimana Pejabat dan 

Pelaksana di Bagian Perjalanan menyatakan kesediaan untuk 

bergabung dengan Tim Efektif aksi perubahan sehingga proses 

sistem INTEGRITAS akan lebih transparan untuk unit kerja terkait 

baik itu Bagian MKIASN maupun Bagian Perjalanan.  

 Dalam menjalankan aksi perubahan, penting untuk 

mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait. Permohonan 

dukungan yang diajukan oleh project leader kepada pihak yang 

memiliki kewenangan dilakukan dengan sopan dan santun. Project 

leader membuat janji temu terlebih dahulu dengan Kepala Bagian, 

Kepala Bidang, Kepala Biro, Deputi dan Sekretaris Jenderal dalam 

rangka permintaan dukungan. Saran dan  dukungan yang diberikan 

oleh  setiap stakeholder digunakan project leader sebagai dasar 

untuk pengembangan dan implementasi aksi perubahan sistem 

INTEGRITAS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.  

Dalam setiap rapat yang diadakan dengan Tim Efektif, project 

leader berusaha untuk selalu datang di awal waktu sesuai dengan  

jadwal yang telah ditentukan baik melalui rapat fisik ataupun virtual 

meeting. Project leader berusaha untuk memberi contoh dengan 
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selalu berkomitmen terhadap disiplin waktu. Komitmen tersebut 

diharapkan dengan mengunggah rasa tangung jawab tim efektif 

dalam menjalankan perannya masing-masing demi 

keberlangsungan aksi perubahan yang diagagas oleh project leader. 

Project leader juga memberikan kesempatan kepada setiap anggota 

Tim Efektif untuk memberikan masukan dalam rangka memperoleh 

musyawarah mufakat. Diskusi dilakukan dengan santun serta saling 

meghargai perbedaan pendapat antar tiap anggota Tim Efektif.  

Penerapan kememimpinan yang berintegritas juga diterapkan 

project leader saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) 

sebagai salah satu tahapan kegiatan aksi perubahan. Peserta FGD 

yang diundang berdasarkan saran dari Pejabat Bagian Perjalanan 

sebagai pengelola aplikasi Perjalanan  Dinas, sehingga diperoleh 

perwakilan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Sekretariat 

Komisi, Sekretariat Pimpinan, dan Sekretariat Badan Urusan Rumah 

Tangga dan Sekretariat Jenderal seperti Inspektorat dan Bagian 

Keuangan sebagai sampling data unit kerja yang memiliki dinamika 

perjalanan dinas yang tinggi. Peserta FGD dipilih oleh masing-

masing Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas berdasarkan 

kompetensinya terkait pemahaman pengelolaan administrasi 

perjalanan dinas di masing-masing unit kerja. Hal tersebut sebagai 

bentuk implementasi pelaksanaan sila kelima Pancasila “keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang akan menghindari segala 

bentuk diskrimasi suku, ras, atau agama dalam pemilihan peserta.  

Implementasi integritas dalam setiap tahapan Aksi Perubahan 

diharapkan dapat mewujudkan Akuntabilitas dalam pelayanan 

Publik. Akuntabilitas adalah hubungan yang menyangkut saat 

sekarang maupun masa depan, antar individu maupun kelompok, 

sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan melalui 
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kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap dan 

segenap tindakan dan keputusan yang diambil, agar dapat disetujui 

maupun ditolak atau diberikan hukuman bilamana diketemukan 

adanya penyalahgunaan , Schedler (1999). Hal inilah yang 

mendasari project leader untuk memberi judul Aksi Perubahan 

dengan sistem ‘INTEGRITAS’, sehingga diharapkan sistem yang 

dijalankan akan dapat akan dapat menghindari kesalahan data, 

memberikan kebermanfaatan dan  dapat dipertanggungjawabkan 

kepada seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai 

pengguna layanan. Sistem integrasi tersebut dapat menjamin 

validitas data absensi (kehadiran) sebagai dasar pembayaran 

tunjangan kinerja Pegawai. Etika dan  Integritas yang baik akan  

menciptakan sistem birokrasi yang baik pada instansi (good public 

governance). 

 

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan 

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tertuang bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan  publik. Sektretariat Jenderal DPR RI 

sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menjadi supporting 

sistem yang profesional dan modern dengan melakukan 

serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata 

kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan 
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informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dalam peningkatan 

kualitas pelayanan kedewanan.  

Dalam Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Tata Kelola 

Pemerintahan, salah satu Penguatan di 8 Area Reformasi Birokasi 

untuk Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja adalah pada Area Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik. Dalam mendukung area tersebut strategi yang 

dilakukan adalah diantaranya pengembangan dan pengintegrasian 

sistem informasi pelayanan publik dalam rangka  peningkatan akses 

publik untuk memperoleh informasi pelayanan, peningkatan 

pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat memberikan 

pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau. 

Dalam pengelolaan budaya pelayanan, harus dilandaskan  

pada nilai BerAKHLAK merupakan nilai dasar yang harus dimiliki 

oleh ASN dengan berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core value tersebut 

diharapkan dapat memberikan semangat dalam rangka 

memberikan pelayanan prima. ASN diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang baik sesuai prosedur dan menghindarkan dari 

parktik korupsi. Core value tersebut agar dapat dilaksanakan 

dengan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya 

yang ada, memiliki kompetensi dalam menangani suatu 

permasalahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan 

sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang 

professional. 

Sistem INTEGRITAS sebagai bentuk aksi perubahan dalam  

upaya peningkatan pelayanan merupakan hasil integrasi data 

antara Aplikasi Absensi dengan Aplikasi Perjalanan Dinas. Sistem 
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ini hanya akan  dapat berjalan bila Bagian Perjalanan (Biro 

Keuangan) sebagai pengelola Aplikasi Perjalanan Dinas 

memberikan dukungan terhadap jalannya Aksi perubahan dengan 

membuka akses pada Aplikasi Perjalanan Dinas untuk 

dihubungkan dengan Aplikasi Absensi yang dikelola oleh Bagian 

MKIASN.  

Project leader menerapkan komunikasi yang informatif dan 

persuasive dalam meminta dukungan terkait aksi perubahan kepada 

Bagian Perjalanan  sebagai stakeholder dalam  aksi perubahan. 

Project leader memberikan  keyakinan nahwa sistem INTEGRITAS 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kinerja 

dengan perbaikan sistem manajemen, penyederhanaan birokrasi, 

penggunaan inovasi teknologi untuk menunjang akuntabilitas 

pelayanan public di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.  

Dalam mengimplementasikan proses kepemimpinan yang 

BerAKHLAK, setiap stakeholder baik itu Bagian MKIASN dan 

Bagian Perjalanan telah berhasil menghilangkan ego sectoral 

terkait keterbukaan data dan informasi. Hal ini ditandai dengan 

dukungan dari Bagian Perjalanan (Biro Keuangan) akan 

terlaksananya sistem INTEGRITAS. Ego sectoral berkaitan dengan 

silo mentality yaitu pola pikir dan tindakan yang melekat pada sektor 

atau bagian tertentu yang tidak ingin berbagi informasi dengan 

pihak lain dalam suatu organisasi/perusahaan/negara yang sama 

(KRAT. Suharyono S.Hadinagoro,M.M). Adanya silo mentality 

dalam suatu organisasi akan menurunkan efisiensi kinerja, ketika 

suatu unit kerja memberikan penolakan untuk memberikan 

kontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Dalam hal ini, peran 

seorang pemimpin sangat penting untuk mereduksi adanya silo 

mentality (mentalitas sempit) dengan menerapkan budaya 

organisasi yang bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama.  
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Unit kerja dalam organisasi dapat bekerjasama dan 

berkolaborasi untuk dapat menciptakan suatu proses birokrasi yang 

lebih baik. Kolaborasi dan sinergi dalam suatu organisasi akan 

melahirkan pelayanan prima dengan peningkatan efisiensi kinerja. 

Kolaborasi akan meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif 

yang akan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan mereduksi 

ego sectoral maka produktivitas organisasi akan  meningkat. 

Penerapan teknologi merupakan salah satu cara yang 

dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan publik pada bagian 

Manajemen Kinerja dan Informasi ASN. Penerapan teknologi akan 

mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap 

PNS Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pelanggan. Penerapan 

sistem INTEGRITAS diharapkan mampu merubah sistem 

penginputan data pengelolaan izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas, yang selama ini diinput secara manual menjadi 

otomatisasi. Hal ini akan memperingkas birokrasi dimana 

kedepannya tidak lagi diperlukan pengiriman administrasi izin 

kehadiran perjalanan dinas ke Bagian MKIASN. Sistem 

INTEGRITAS akan langsung melakukan penyesuaian data pada 

aplikasi absensi masing-masing pegawai dimana datanya 

bersumber dari Aplikasi Perjalanan Dinas yang dikelola oleh Bagian 

Perjalanan.  

Penerapan nilai BerAKHLAK dalam  budaya pelayanan 

dilakukan oleh project leader dengan berdoa sebelum melakukan 

rapat dengan Tim Efektif. Memimpin rapat dengan sikap professional 

dengan memberikan arahan yang baik terkait kegiatan yang harus 

dilakukan pada setiap tahapan Aksi Perubahan. Project leader 

memastikan bahwa setiap anggota tim efektif memperoleh informasi 

yang sama terkait perkembangan Aksi Perubahan. Milestone jangka 
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pendek yang telah dibuat menjadi acuan untuk memudahkan 

anggota tim mengumpulkan data dukung dan laporan terkait 

perkembangan sistem INTEGRITAS.  

Bentuk lain dalam pengelolaan budaya pelayanan dilakukan 

project leader kepada tim efektif dengan memberikan data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem INTEGRITAS. 

Keterbukaan data  menjadi penting agar setiap permasalahan yang 

ada saat ini terkait pengelolaan izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas, dapat diakomodir melalui sistem INTEGRITAS.   

Dalam setiap pelaksanaan rapat, project leader selalu 

memberikan keyakinan kepada setiap Anggota tim efektif bahwa 

proses yang dikerjakan tidak hanya akan memberikan manfaat 

kepada unit kerja internal bagian MKIASN, tetapi juga akan 

memberikan kemudahan bagi unit kerja untuk mempersingkat 

birokrasi dalam rangka pengajuan izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas. Setiap data pengajuan, perubahan dan 

pembatalan perjalanan dinas  yang diajukan oleh unit kerja pada 

Aplikasi Perjalanan Dinas akan langsung terinput ke dalam sistem 

Aplikasi Absensi dan terkoreksi langsung kedalam Absensi masing-

masing pegawai. Sehingga kedepannya tidak lagi dibutuhkan 

pengiriman dokumen administrasi terkait perjalanan dinas ke Bagian 

MKIASN.  

Sistem INTEGRITAS diharapkan dapat membawa manfaat 

bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka memberi dukungan 

di bidang administrasi sebagai upaya melaksanakan tata kelola 

kelembagaan pemerintahan yang professional, baik, dan bersih dan 

mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik. 

Inovasi yang diberikan juga sebagai bentuk implementasi budaya 
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RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas) Sekretariat 

Jenderal DPR RI yang Akuntabel dan Profesional sejalan dalam 

mendukung visi Sekretariat  Jenderal yang Profesional dan Modern.  

 

C. Pengelolaan Tim 

Peran Tim Efektif sangat penting untuk membuat stakeholder 

memberikan dukungan terhadap jalannya aksi perubahan. Suatu tim 

dikatakan efektif apabila masing-masing anggotanya memberikan 

kontribusi untuk meraih tujuan bersama. Setiap anggota berperan 

penting untuk mengkomunikasikan tujuan dari aksi perubahan yang 

akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi unit kerja dalam 

pengajuan izin kehadiran dalam rangka perjalanan  dinas. Dalam 

pelaksanaan aksi perubahan, project leader menggerakan tim 

efektif, memimpin secara teknis operasional, menyusun kegiatan 

strategis aksi perubahan, memberikan solusi dan melakukan 

monitoring dan  evaluasi terhadap jalannya sistem INTEGRITAS. 

Penting untuk menerapkan teknik komunikasi yang informatif dan 

koordinatif terkait tahapan aksi perubahan, peraturan dan kebijakan 

terkait aksi perubahan.  

Project leader, dalam menjalankan  aksi perubahan sistem 

INTEGRITAS “Integrasi Aplikasi Absensi dan Aplikasi Perjalanan 

Dinas” melibatkan stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder 

internal merupakan stakeholder yang berada di lingkungan Biro 

Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai penerima manfaat 

langsung terhadap jalannya Aksi Perubahan, terdiri dari : 

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur 

2. Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN (MKIASN) 

3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan  dan Informasi ASN 
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4. Analis SDMA Bagian MKIASN 

5. PPN Non ASN  Bagian MKIASN 

Stakeholder eskternal merupakan stakeholder yang berada di luar 

lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai penerima 

hasil aksi perubahan, terdiri dari : 

1. Sekretaris Jenderal 

2. Deputi Administrasi 

3. Biro Keuangan 

4. Pranata Komputer Pustekinfo 

5. PNS Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam menentukan Tim Efektif yang akan terlibat dalam 

penyusunan Aksi Perubahan, project leader mengadakan rapat 

internal dengan mengundang Kepala Biro SDMA dan unit kerja 

Bagian MKIASN dalam rangka pemetaan kebutuhan tim efektif untuk 

membantu jalannya aksi perubahan. Kepala Bagian MKIASN 

sebaga mentor memberikan dukungan dengan menggerakan  

sumber daya internal dengan menyepakati Analis SDMA dan 

PPNASN bagian MKIASN sebagai tim teknis yang akan terlibat 

dalam Aksi Perubahan. 

Project leader mendapatkan dukungan dari Bagian 

Perjalanan sebagai pengelola Aplikasi Perjalanan Dinas untuk ikut 

ke dalam Tim Efektif agar proses INTEGRITAS dapat berjalan 

maksimal. Project leader melakukan konsultasi terlebih dahulu ke 

Kepala Bagian Perjalanan, Kepala Sub Bagian perjalanan dan Analis 

Keuangan Bagian Perjalanan yang terlibat dalam pembuatan 

Aplikasi Perjalanan Dinas. Project leader meminta izin dan 

memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait Aksi Perubahan yang 

akan dilakukan. Project leader juga menjelaskan bagaimana sistem 
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tersebut akan berjalan sehingga diharapkan dapat memberikan 

kebermanfaatan tidak hanya untuk unit kerja MKIASN, tetapi juga 

Bagian Perjalanan. Bagian Perjalanan menyambut baik usulan Aksi 

Perubahan project leader dikarenakan akan membawa perubahan 

atau dampak yang positif bagi Organisasi. Dengan melibatkan 

Bagian Perjalanan menjadi Tim Efektif, diharapkan akan 

memberikan masukan dan informasi yang akan memberikan 

kemudahan dalam membentuk proses bisnis dari sistem 

INTEGRITAS.  

Pembentukan sistem INTEGRITAS juga melibatkan Pranata 

Komputer dari Pustekinfo sebagai ahli IT yang membangun Aplikasi 

Absensi dan Aplikasi Perjalanan Dinas. Dalam melibatkan Pranata 

Komputer Pustekinfo, project leader membuat Notas Dinas 

permintaan nama Pranata Komputer yang akan dilibatkan dalam 

menjalankan Aksi Perubahan. Penentuan pranata komputer yang 

akan dilibatkan berdasarkan kapabilitas sehingga akan terhindar dari 

konflik kepentingan. Project leader juga melibatkan perwakilan dari 

Bagian Administrasi Keuangan kedalam Tim Efektif sebagai 

penerima manfaat dari hasil perubahan. Dengan bergabungnya 

beberapa perwakilan unit kerja ke dalam Tim Efektif, akan 

memberikan pandangan yang lebih luas terkait sistem INTEGRITAS, 

sehingga akan mengakomodir kebutuhan Pegawai Setjen  DPR RI 

sebagai pengguna layanan. 

Setelah mendapat persetujuan terkait Tim Efektif yang 

ditandai dengan penandatanganan SK Tim Efektif oleh Kepala Biro 

Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), kemudian diadakan Rapat 

Tim Efektif yang terdiri dari unit kerja MKIASN, Bagian Perjalanan, 

Pustekinfo dan Bagian Administrasi Keuangan. Dalam rapat 

tersebut, project leader mengkomunikasian rencana Aksi Perubahan 
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yang akan dijalankan. Project leader memberikan kesempatan 

kepada setiap anggota tim Efektif untuk mengemukakan 

pendapatnya, sehingga diharapkan akan membentuk sinergi yang 

baik antara Anggota Tim Efektif. Project leader juga 

menginformasikan pembagian tugas yang akan  dilakukan oleh 

setiap Anggota, sehingga setiap Anggota memiliki peranan penting 

dalam kelancaran Aksi Perubahan. Project leader menekankan akan 

pentingnya komunikasi yang baik antar setiap Anggota tim untuk 

mencegah adanya mispersepsi terkait kegiatan yang dilakukan. 

Dengan demikian  setiap Anggota Tim Efektif akan memberikan 

kontribusi yang membangun dan hasil yang maksimal dalam 

penerapan Aksi Perubahan. 

Penting untuk mempertahankan dukungan yang telah 

diberikan oleh Stakeholder yang telah berada pada kuadran 

promoters. Project leader menerapkan komunikasi informative 

terhadap seluruh perkembangan kegiatan terkait jalannya aksi 

perubahan, memberikan keyakinan bahwa inovasi yang dijalankan 

akan dapat meningkatkan kinerja organisasi, melibatkan dalam 

setiap keputusan yang diambil untuk mempertahankan dukungan. 

Project leader melaporkan secara berkala setiap perkembangan 

dalam proses INTEGRITAS kepada Kepala Bagian Manajemen 

Kinerja dan Informasi ASN selaku mentor dan Kepala Biro Sumber 

Daya Manusia Aparatur. Dalam prosesnya project leader 

mendapatkan masukan dan saran terhadap perkembangan sistem 

INTEGRITAS yang akan diterapkan  dilingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI. Kepala Biro SDMA memberikan dukungan  

dengan menandatangani surat dukungan terhadap aksi perubahan 

dan permintaan persetujuan kepada Biro Keuangan dalam 

pembuatan sistem INTEGRITAS. 
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  Stakeholder pada kuadran Latents yang terdiri dari Sekretaris 

Jenderal DPR RI, Deputi Administrasi, Biro Keuangan, dan  Pranata 

Komputer Pustekinfo memiliki pengaruh yang besar dalam 

organisasi, dan memiliki akses yang penting terhadap jalannya 

inovasi, namun kepentingannya rendah terhadap rencana aksi 

perubahan. Project leader berusaha meyakinkan bahwa rencana 

aksi yang dijalankan akan bermanfaat bagi mereka, menerapkan 

komunikasi persuasive, untuk meningkatkan dukungan mereka 

terhadap jalannya aksi perubahan dan melibatkan dalam proses 

diskusi terkait keberlangsungan aksi perubahan, dimana proses 

integrasi data tidak akan mengganggu kinerja masing-masing unit 

kerja, tetapi akan bermanfaat untuk peningkatan kinerja organisasi. 

Biro Keuangan sebagai pengelola Aplikasi Perjalanan  Dinas 

memberikan dukungan untuk membuka data pada Aplikasi 

Perjalanan Dinas untuk diintegrasikan kepada Aplikasi Absensi yang 

dikelola oleh Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN. Hal ini 

memberikan keyakinan bahwa sistem INTEGRITAS dapat 

meningkatkan kinerja organisasi dengan mempersingkat Birokrasi 

terkait pengelolaan  dokumen administrasi pegawai. Dukungan dari 

stakeholder pada kuadran latents ditandai dengan 

ditandatanganinya surat dukungan terhadap aksi perubahan dari 

Sekretaris Jenderal, Plt, Deputi Administrasi, Kepala Biro Keuangan, 

dan Kepala Bidang  Pustekinfo 

  Terhadap Stakeholder di kuadran Defender, project leader 

meningkatkan komunikasi intensif terkait perkembangan aksi 

perubahan, melibatkan setiap pihak dalam memberikan masukan 

terkait kebermanfaatan aksi perubahan, dan memberikan keyakinan 

bawah aksi perubahan dapat meningkatkan efektivitas kinerja. Baik 

itu Analis SDMA maupun PPN Non ASN dilibatkan menjadi tim 
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efektif, sehingga tiap anggota akan mendapatkan symmetric 

information terhadap jalannya Aksi Perubahan.  

  Pegawai Setjen DPR RI sebagai pengguna layanan sistem 

INTEGRITAS, agar mendapatkan informasi akan adanya sistem 

layanan baru terkait integrasi data antara aplikasi absensi dan 

aplikasi perjalanan dinas. Project leader memberikan informasi 

mengenai aksi perubahan dan keunggulan yang diberikan. Selain itu, 

project leader memberikan keyakinan bahwa aksi perubahan dapat 

memberikan kemudahan dalam pekerjaannya. Hal tersebut 

dilakukan salah satunya adalah dengan mengadakan FGD (Focus 

Group Discussion) pengelolaan izin kehadiran  dalam rangka 

perjalanan dinas pegawai Setjen DPR RI. Dari diadakannya FGD 

tersebut, project leader mendapakan respon positif dari peserta FGD 

terkait Aksi Perubahan yang akan  dijalankan. Project leader juga 

mengadakan sosialisasi aksi perubahan kepada PNS di lingkungan  

Biro SDMA. Sosialisasi tersebut sekaligus mendemonstrasikan alur 

proses bisnis pada sistem INTEGRITAS, sehingga akan 

mendapatkan  gambaran bagaimana sistem INTEGRITAS akan 

secara otomatis melakukan integrasi data dari Aplikasi Perjalanan 

Dinas untuk langsung terekam di Aplikasi Absensi masing-masing 

pegawai. Selain dapat mempersingkat birokrasi administrasi 

pengajuan perjalanan dinas, keakurasian data juga menjadi point 

penting sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data antara Bagian 

Manajemen Kinerja dan Informasi ASN dan Bagian  Perjalanan. 

Melalui kegiatan FGD dan sosialisasi tersebut, project leader 

mendapatkan dukungan dari peserta sebagai perwakilan dari PNS 

Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap penerapan sistem 

INTEGRITAS sebagai upaya peningkatan layanan pengelolaan Izin 

kehadiran dalam rangka perjalanan dinas 
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  Dengan terwujudnya sistem INTEGRITAS sebagai salah satu 

bentuk peningkatan layanan yang akan dikelola oleh bagian MKIASN 

sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

izin kehadiran pegawai, Aksi Perubahan berhasil menggeser 

stakeholder pada kuadran Latents, Apathetic dan Defender ke 

kaudran Promoters. Hal ini sebagai gambaran seluruh stakeholder 

terhadap manfaat yang akan diberikan sistem INTEGRITAS dalam 

upaya memberikan kemudahan dan memperingkas birokarasi, 

utamanya terhadap pengelolaan izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas pegawai Sekratriat Jenderal DPR RI.  

Gambar 1.1 

Kuadran Stakeholder setelah proses aksi perubahan 

 

Dari tiap tahapan pelaksanaan kegiatan, stakeholder pada kuadran 

Latents, Defender dan Apathetic bergeser ke kuadran promoter 

dalam rangka mendukung jalannya Aksi Perubahan sistem 

INTEGRITAS.  
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BAB II 

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

 

A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan 

 

Peningkatan sistem pelayanan yang digagas pada unit kerja 

Manajemen Kinerja dan Informasi ASN (MKIASN) adalah terkait 

pengelolaan administrasi izin kehadiran pegawai dalam rangka 

perjalanan dinas. Proses bisnis yang saat ini  berjalan adalah dimana 

unit kerja mengirimkan dokumen surat tugas perjalanan dinas ke 

bagian MKIASN untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Absensi. 

Penginputan setiap data yang diajukan masih dilakukan secara 

manual kedalam sistem, dimana tidak efektif dan efisien dari segi 

kualitas kerja dan permasalahan keakurasuian data. Inovasi yang 

akan dijalankan dengan Optimalisasi Rekap Data Absensi melalui 

sistem ‘INTEGRITAS’ Integrasi Aplikasi Absensi dengan 

Aplikasi Perjalanan Dinas. Sistem INTEGRITAS akan merubah 

pola kerja input rekap data absensi pegawai yang mengikuti 

perjalanan dinas yang saat ini dilakukan  secara manual menjadi 

otomatisasi, dimana data akan terintegrasi secara langsung dari 

Aplikasi Perjalanan Dinas yang diinput oleh masing-maisng unit kerja 

ketika mengajukan perjalanan dinas. Sehingga unit kerja sudah tidak 

perlu lagi mengirimkan dokumen izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas ke bagian MKIASN. 

Pembuatan sistem integrasi data antara Aplikasi Absensi 

dengan Aplikasi Perjalanan Dinas akan dijalankan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Sistem yang dijalankan akan 

mempersingkat birokrasi dalam pengajuan izin kehadiran dalam 

rangka perjalanan dinas ke bagian MKIASN, namun tetap dijalankan 
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sesuai regulasi. Unit Kerja Manajamen Kinerja dan  Informasi ASN 

akan tetap melaksanakan verifikasi data kehadiran pegawai  sesuai 

dengan amanah Persekjen No 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Pegawai di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam menjalankan Aksi Perubahan tujuan jangka pendek 

yang ingin dicapai adalah Terwujudnya integrasi data antara Aplikasi 

Absensi dengan Aplikasi Perjalanan Dinas. Untuk mecapai tujuan 

tersebut, kegiatan akan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan/milestone. 

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan agar tujuan aksi perubahan 

dapat tercapai. Implementasi pelaksanaan aksi perubahan akan 

dilaksanakan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

MILESTONE 1 Pembentukan  Tim Efektif 

 

No. 
 
 
 

Kegiatan Indikator 
Keberhasilan 

Sumber Daya 
yang dimiliki 

Stakeholder Strategy Capaian Hasil Evidence Kemanfaatan dan 
Keberlanjutan 

Internal Eksternal    

 
TUJUAN JANGKA PENDEK : 
Terwujudnya sistem INTEGRITAS (Integrasi Aplikasi Absensi dan Aplikasi Perjalanan Dinas) 
 

MILESTONE 1 : Pembentukan Tim Efektif 

1. Rapat Konsultasi 
dengan Mentor 
terkait Aksi 
Perubahan yang 
akan dijalankan 
 (23 September 
2021) 

Persetujuan 
mentor terkait 
sistem 
INTEGRITAS 
(Integrasi 
Aplikasi 
Absensi 
dengan 
Aplikasi 
Perjalanan 
dinas) yang 
akan 
diterapkan di 
Bagian 
Manajemen 
Kinerja dan 
Informasi 
ASN 
(MKIASN) 

Kepala Bagian 
Manajemen 
Kinerja dan 
Informasi ASN 
(Mentor) 
 
 

a. Menjelaskan 
terhadap Aksi 
Perubahan 
yang akan 
dijalankan dan 
manfaatnya 
akan kinerja 
internal 
MKIASN 

b. Melakukan 
konsultasi 
secara berkala 
dan informatif 
terkait 
perkembangan 
Aksi 
Perubahan 

 

- a. Persetujuan 
mentor terkait 
Aksi Perubahan 

b. Arahan mentor 
untuk segera 
dibentuk Tim 
Efektif, 
memberikan 
masukan dan 
saran terkait 
tugas masing-
masing tim 
efektif 

 

Dokumentasi 
Kegiatan 

 

a. Mentor 
memberikan 
arahan terkait 
Aksi 
Perubahan 

b. Mentor 
memberikan 
dukungan  
dengan 
menggerakan 
sumber daya 
internal untuk 
mendukung 
Aksi 
Perubahan 
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sebagai Aksi 
Perubahan 
 

2. Rapat Koordinasi 
Bagian 
Manajemen 
Kinerja dan  
Informasi ASN 
(24 September 
2021) 

Terwujudnya 
identifikasi 
kebutuhan 
dan 
komposisi 
Tim Efektif 
dalam 
pembuatan  
sistem 
INTEGRITAS 

a. Kepala Biro 
Sumber 
Daya 
Manusia 
Aparatur 
(SDMA) 

b. Mentor 
c. Analis 

SDMA 
Bagian 
Manajemen 
Kinerja dan 
Informasi 
ASN 

d. PPNASN 
Bagian 
MKIASN 

e. Sarana dan 
Prasarana 
Rapat 

f. ATK dalam 
pembuatan 
laporan 
 

a. Menjalin 
komunikasi 
yang informatif 
untuk 
meningkatkan 
dukungan 
internal dari 
Bagian 
MKIASN 

b. Melibatkan tim 
internal dalam 
pengambilan 
keputusan 

 

 Terwujudnya 
komposisi 
kebutuhan tim 
efektif yang dapat 
mengakomodir 
pembuatan sistem 
INTEGRITAS 

a. Undangan 
Rapat 

b. Notulensi 
Rapat 

c. Dokumentasi 
Kegiatan 

d. Daftar Hadir 

a. Pemetaan 
kebutuhan Tim 
Efektif dari 
beberapa unit 
kerja untuk 
dapat 
membantu  
Keberhasilan 
Aksi 
Perubahan 
 

b. Saran dari 
Kepala Biro 
SDMA terkait 
proses bisnis 
sistem 
INTEGRITAS 
dan 
penambahan 
Surat Edaran 
di jangka 
menengah 
sebagai dasar 
penerapan 
sistem 
INTEGRITAS 
di lingkungan 
Sekretariat 
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Jenderal DPR 
RI 

3. Rapat Konsultasi 
dengan Pejabat 
Administrator dan 
Pejabat 
Pengawas Bagian 
Perjalanan terkait 
Aksi Perubahan 
(27 September 
2021) 

Dukungan 
dari Bagian 
Perjalanan 
sebagai 
pengelola 
Aplikasi 
Perjalanan 
Dinas 
terhadap 
sistem 
INTEGRITAS 
 

a. Kepala 
Bagian 
Perjalanan 

b. Kepala Sub 
Bagian 
Perjalanan 

c. Analis 
Keuangan 
Bagian 
Perjalanan 

 a. Memberikan 
informasi terkait 
sistem 
INTEGRITAS 
dan 
manfaatnya 
bagi kinerja 
Organisasi 

b. Meningkatkan 
minat 
stakeholder 
dengan 
melakukan 
diskusi secara 
persuasive 

c. Menggunakan 
komunikasi 
yang 
persuasive 
untuk dapat 
memperoleh 
dukungan 
terhadap proses 
pembuatan 
sistem 
INTEGRITAS 

d. Melibatkan 
perwakilan dari 
Bagian 
Perjalanan 

Persetujuan dan 
Dukungan Bagian 
Perjalanan terhadap 
Aksi Perubahan 
 

Dokumentasi 
Kegiatan 

a. Penjelasan 
terkait proses 
bisnis Aplikasi 
Perjalanan 
Dinas sebagai 
masukan 
terhadap 
sistem 
INTEGRITAS 
yang akan 
diterapkan 

b. Dukungan 
Bagian 
Perjalanan 
dengan terlibat 
menjadi 
bagian dari 
Tim Efektif 
Aksi 
Perubahan 
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sebagai Tim 
Efektif sebagai 
cara untuk 
meningkatkan 
komunikasi 
terkait 
perkembangan 
Aksi Perubahan 
 

4. Membuat surat 
permohonan 
persetujuan 
integrasi data 
untuk sistem 
INTEGRITAS 
antara Biro SDMA 
dengan Biro 
Keuangan (29 
September 2021) 

Terwujudnya 
persetujuan 
dari Biro 
Keuangan 
sebagai unit 
kerja Eselon 
II pengelola 
Aplikasi 
Perjalanan 
Dinas 

a. Kepala Biro 
SDMA 

b. Kepala Biro 
Keuangan  

c. ATK untuk 
surat-
menyurat 

 a. Memberikan 
informasi terkait 
sistem 
INTEGRITAS 
dan manfaatnya 
bagi kinerja 
Organisasi 

b. Memberikan 
keyakinan 
bahwa Aksi 
Perubahan akan 
menciptakan 
Akuntabilitas 
kinerja 
organisasi 
terkait kesesuain 
data antara Biro 
Keuangan dan 
Biro SDMA akan 
data perjalanan 
dinas pegawai 

Dukungan dan 
persetujuan dari 
Kepala Biro 
Keuangan untuk 
dapat 
mengintegrasikan 
data dari Aplikasi 
Perjalanan Dinas ke 
Aplikasi Absensi 

a. Dokumentasi 
Kegiatan 

b. Surat 
permohonan 
persetujuan 
integrasi data 
antara Biro 
SDMA dengan 
Biro Keuangan 

Ditandatanganinya 
surat dukungan 
Aksi Perubahan 
dari Kepala Biro 
Keuangan terkait 
integrasi data 
antara Aplikasi 
Perjalanan Dinas 
dengan Aplikasi 
Absensi 

5. Pengesahan Tim 
Efektif dengan 

Terwujudnya 
tim efektif 

a. SDM 
Internal 

 Permintaan nama 
tim efektif 

Tim Efektif terdiri 
dari perwakilan 

a. Surat 
Permintaan 

Disetujuinya tim 
efektif oleh Kepala 
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penandatanganan 
Surat Tugas Tim 
Efektif (30 
September 2021) 

yang dapat 
memberikan 
dukungan 
kebutuhan 
pembuatan 
sistem 
INTEGRITAS 

Bagian 
MKIASN 

b. Pranata 
Komputer 
Pustekinfo 

c. SDM 
Bagian 
Perjalanan 

d. SDM 
Bagian 
Administrasi 
Keuangan 

e. Sarana dan 
Prasarana 
(ATK) 

dilakukan dengan 
mengirimkan nota 
dinas kepada unit 
kerja terkait  

beberapa Bagian, 
Manajemen Kinerja 
dan Informasi ASN 
sebagai pengelola 
aplikasi Absensi, 
Bagian Perjalanan 
sebagai pengelola 
aplikasi perjalanan 
dinas, Bagian 
Administrasi 
Keuangan sebagai 
pengelola 
pembayaran 
tunjangan kinerja 
pegawai, dan 
Bagian Pustekinfo 
sebagai pembuat 
sistem integrasi 
pada kedua aplikasi 
 

Nama Tim 
Efektif 

b. Surat Tugas 
Tim Efektif 

Biro SDMA 
sebagai pejabat 
pengesahan Surat 
Tugas Tim Efektif 

6. 
 
 
 
 
 

Rapat Tim Efektif 
(4 Oktober 2021) 

Terjalinnya 
komunikasi 
dan 
dukungan 
dari Tim 
efektif dalam 
penyusunan 
alur sistem 
INTEGRITAS  

a. SDM 
Internal 
Bagian 
MKIASN 

b. Pranata 
Komputer 
Pustekinfo 

c. SDM 
Bagian 
Perjalanan 

d. SDM 
Bagian 

Memberikan 
motivasi terkait 
pentingnya 
peran masing-
masing Anggota 
dalam 
keberhasilan 
Aksi Perubahan 

Memberikan 
informasi terkini 
terkait aksi 
perubahan 

a. Persiapan 
Pelaksanaan 
Aksi Perubahan 

b. Masing-masing 
Anggota Tim 
Efektif 
memahami 
kontribusi atau 
perannya 
terhadap 
jalannya Aksi 
Perubahan    

a. Undangan 
Rapat 

b. Notulensi 
Rapat 

c. Dokumentasi 
Kegiatan 

a. Tim Efektif 
memberikan  
kontribusi 
berupa saran 
dan masukan  
terkait alur 
proses 
INTEGRITAS 
dan membantu 
dalam 
pembuatan 
data dukung. 
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Administrasi 
Keuangan 
Sarana dan 
Prasarana 
(ATK) 

 b. Rencana 
pembuatan 
alur sistem 
INTEGRITAS 

c. Membuat 
daftar 
kebutuhan data 
yang akan 
dilakukan 
integrasi dari 
aplikasi 
perjalanan 
dinas ke 
aplikasi 
absensi 

d. Melakukan 
pendataan 
terhadap 
permasalahan 
yang terjadi 
terkait 
penginputan 
data secara 
manual yang 
akan 
diantisipasi 
dalam proses 
INTEGRITAS 

e. Penyusunan 
Time Line 
Kegiatan Aksi 
Perubahan 
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7. 
 
 
 
 
 
 

Meminta 
dukungan dari 
stakeholder 
internal dan 
eksternal 
terhadap jalannya 
Aksi Perubahan 
 (30 September -
30 Oktober) 

Terwujudnya 
dukungan 
dari 
Stakeholder 
Internal dan  
Eksternal 
terhadap Aksi 
Perubahan 
terkait 
integrasi data 
pada Aplikasi 
Perjalanan 
Dinas dengan 
Aplikasi 
Absensi  

Dukungan dari 
Stakeholder 
Internal dan  
Eksternal 
terhadap Aksi 
Perubahan 
terkait 
integrasi data 
pada Aplikasi 
Perjalanan 
Dinas dengan 
Aplikasi 
Absensi  

Memberikan 
informasi berkala 
terkait 
perkembangan 
sistem 
INTEGRITAS 

a. Memberikan 
informasi 
terkait Aksi 
Perubahan 
yang akan 
dijalankan  
dan 
manfaatnya 
terhadap 
organisasi. 

b. Menerapkan 
komunikasi 
yang 
persuasive 
agar 
stakeholder 
memberi 
dukungan 
terhadap Aksi 
perubahan 

a. Persetujuan dari 
Biro Keuangan 
dan bagian 
perjalanan 
sebagai 
pengelola 
Aplikasi 
Perjalanan Dinas 
untuk 
mengintegrasikan 
data dengan 
Aplikasi Absensi 

b. Perwakilan 
Bagian 
perjalanan 
berkenan untuk 
ikut  bergabung 
menjadi tim 
efektif 

c. Tim IT Pustekinfo 
bergabung 
menjadi tim 
efektif 

 
 

a. Surat 
Dukungan 
dari 
Sekretaris 
Jenderal DPR 
RI 

b. Surat 
Dukungan dari 
Plt. Deputi 
Administrasi 

c. Surat 
Dukungan  
dari Kepala 
Biro Sumber 
Daya Manusia 
Aparatur 

d. Surat 
Dukungan dari 
Kepala Biro 
Keuangan 

e. Surat 
Dukungan dari 
Kepala Bidang 
Pustekinfo 
Dokumentasi 
Kegiatan 

f. Dokumentasi 
Kegiatan 

a. Dukungan dari 
stakeholder 
internal dan 
eksternal 
membuat 
sistem 
INTEGRITAS 
dapat 
dilaksanakan. 

b. Bagian 
Perjalanan 
sebagai 
pengelola 
Aplikasi 
Perjalanan  
Dinas 
memberikan 
dukungan 
untuk 
membuka data 
pada Aplikasi 
Perjalanan 
Dinas untuk 
diintegrasikan 
kepada 
Aplikasi 
Absensi yang 
dikelola oleh 
Bagian 
Manajemen 
Kinerja dan 
Informasi ASN. 
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Hal ini 
memberikan 
keyakinan 
bahwa sistem 
INTEGRITAS 
dapat 
meningkatkan 
kinerja 
organisasi 
dengan 
mempersingkat 
Birokrasi 
terkait 
pengelolaan  
dokumen 
administrasi 
pegawai. 
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Tabel 2.2 

MILESTONE 2 Pembuatan Alur Kerja dan Komponen Fitur Layanan INTEGRITAS 

 

 

No. 
 

Kegiatan Indikator 
Keberhasilan 

Sumber Daya 
yang dimiliki 

Stakeholder Strategy Capaian Hasil Evidence Kemanfaatan dan 
Keberlanjutan Internal Eksternal 

 
TUJUAN JANGKA PENDEK : 
Terwujudnya sistem INTEGRITAS (Integrasi Aplikasi Absensi dan Aplikasi Perjalanan Dinas) 
 

MILESTONE 2 : PEMBUATAN ALUR LAYANAN SISTEM INTEGRITAS 

1. Mengadakan 
Focus Group 
Discussion 
terkait 
permasalahan 
pengelolaan 
administrasi 
perjalanan 
dinas di unit 
kerja (11 
Oktober 2021) 

Terlaksananya 
Focus Group 
Discussion 
untuk 
menggali 
informasi 
terkait 
pelaksanaan 
pengurusan 
administrasi 
izin kehadiran 
perjalanan 
dinas di 
masing-
masing unit 
kerja 

a. Tim Efektif 
sistem 
INTEGRITAS 

b. Sarana dan 
Prasarana 

c. Anggaran 
pelaksanaan 
FGD 

Melibatkan 
dalam setiap 
tahapan 
kegiatan dan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

Memberikan 
penjelasan yang 
informatif kepada 
stakeholder 
eksternal terkait 
kemanfaatan 
yang akan 
diberikan dengan 
berjalannya aksi 
perubahan 

Diperolahnya 
informasi terkait 
pengajuan 
administrasi izin 
kehadiran pegawai 
dalam rangka 
perjalanan dinas di 
tiap unit kerja.  

a. Undangan 
Rapat 

b. Laporan 
Singkat 
Rapat 

c. Dokumentasi 
Kegiatan 

d. Daftar Hadir 
Peserta FGD 

e. RAB 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
 

a. Mendapatkan 
gambaran terkait 
pengelolaan 
administrasi 
perjalanan dinas 
dari masing-masing 
unit kerja peserta 
FGD.  

b. Mendapatkan 
gambaran terkait 
proses pengajuan, 
perubahan dan 
pembatalan 
perjalanan dinas 
yanag dilakukan 
oleh unit kerja 

c. Dukungan PNS 
Sekretariat Jenderal 
DPR RI dari 
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perwakilan tiap unit 
kerja peserta FGD 
terhadap 
pengimplementasian 
sistem INTEGRITAS 

2. Pembuatan 
alur kerja dan 
komponen fitur 
layanan sistem 
INTEGRITAS 
(15 Oktober 
2021) 

Terciptanya 
alur sistem 
INTEGRITAS 
terkait 
pengajuan izin 
kehadiran 
perjalanan 
dinas pegawai 

a. Tim Efektif 
sistem 
INTEGRITAS 

b. Sarana dan 
Prasarana 

 

Menjaga 
semangat, 
memberikan 
motivasi dan 
memberikan 
kesempatan 
kepada tim 
efektif untuk 
memberikan 
kontribusi 
terhadap 
jalannya Aksi 
Perubahan 

a. Memberikan 
informasi 
terkait kepada 
Tim IT terkait 
kendala dan 
permasalahan 
dalam 
pengelolaan 
izin kehadiran 
perjalanan 
dinas, yang 
akan 
diakomodir 
dalam sistem 

b. Meningkatkan 
komunikasi  
dengan 
stakeholder 
eskternal 
terkait jalannya 
Aksi 
Perubahan 

 

Terciptanya alur 
pengajuan, 
perubahan dan  
pembatalan 
perjalanan dinas 
pada sistem 
INTEGRITAS 

a. Undangan 
Rapat 

b. Notulensi 
Rapat 

c. Dokumentasi 
Kegiatan 

d. Daftar Hadir  
 

Pembuatan sistem 
INTEGRITAS terkait 
perubahan 
pengajuan perjalanan 
dinas unit kerja 
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Tabel 2.3 

MILESTONE 3 PEMBUATAN  SISTEM LAYANAN 

 

No. 
 

Kegiatan Indikator 
Keberhasilan 

Sumber Daya 
yang dimiliki 

Stakeholder Strategy Capaian Hasil Evidence Kemanfaatan 
dan 

Keberlanjutan 
Internal Eksternal 

 
TUJUAN JANGKA PENDEK : 
Terwujudnya sistem INTEGRITAS (Integrasi Aplikasi Absensi dan Aplikasi Perjalanan Dinas) 
 

MILESTONE 3 : PEMBUATAN SISTEM LAYANAN 

1. Melakukan 

pembuatan 

sistem layanan: 

a. Pembuatan 

sistem 

INTEGRITAS 

pada aplikasi 

Absensi dan 

Aplikasi 

Perjalanan 

Dinas 

b. Pembuatan 

Fitur pada 

tampilan 

sistem 

INTEGRITAS 

Terwujudnya 
sistem layanan 
INTEGRITAS 
yang  akan 
mengakomodir 
kebutuhan 
data pada 
Aplikasi 
Absensi 
pegawai 

a. Tim Efektif 
sistem 
INTEGRITAS 

b. Sarana dan 
Prasarana 

 

Memberikan 
informasi terbaru 
terkait 
perkembangan 
sistem 
INTEGRITAS 
kepada seluruh 
anggota Tim 
Efektif agar 
terdapat 
kesamaan 
informasi 
(symmetric 
information) 

Memberikan 
informasi terbaru 
terkait 
perkembangan 
sistem 
INTEGRITAS 
kepada seluruh 
anggota Tim Efektif 
agar terdapat 
kesamaan 
informasi 
(symmetric 
information) 

a. Pembuatan 
sistem 
INTEGRITAS 
terkait 
pengajuan 
perjalanan 
dinas unit kerja 

b. Pembuatan 
sistem 
INTEGRITAS 
terkait 
perubahan 
perjalanan 
dinas unit kerja 

c. Pembuatan 
sistem 
INTEGRITAS 
terkait 
pembatalan 
perjalanan 

a. Notulensi 
Rapat 

b. Fitur pada 
layanan 
sistem 
INTEGRITAS 

c. Infografis 
penggunaan 
fitur layanan 
INTEGRITAS 

d. Buku Manual 
INTEGRITAS 

e. Dokumentasi 
kegiatan 

a. Memastikan 
sistem 
INTEGRITAS 
terintegrasi 
dengan baik 
antara Aplikasi 
perjalanan 
dinas ke 
aplikasi 
absensi 

b. Memastikan 
integrasi data 
akan langsung 
terekam di 
aplikasi 
absensi 
masing-
masing 
pegawai 
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Tabel 2.4 

MILESTONE 4 Melakukan Uji Coba Fitur INTEGRITAS 

c. Pembuatan 

Infografis 

penggunaan 

fitur layanan 

INTEGRITAS 

d. Penyusunan 

Buku Manual 

Sistem 

INTEGRITAS 

 (22 Oktober-4 

November) 

dinas oleh unit 
kerja  

d. Buku Manual 
sistem 
INTEGRITAS 
 

 

c. Pemahaman  
terkait proses 
bisnis sistem  
INTEGRITAS 

No. 
 

Kegiatan Indikator 
Keberhasilan 

Sumber Daya 
yang dimiliki 

Stakeholder Strategy Capaian Hasil Evidence Kemanfaatan 
dan 

Keberlanjutan 
Internal Eksternal 

 
TUJUAN JANGKA PENDEK : 
Terwujudnya sistem INTEGRITAS (Integrasi Aplikasi Absensi dan Aplikasi Perjalanan Dinas) 
 

1. Sosialisasi 

aksi 

perubahan di 

lingkungan 

Biro Sumber 

Terinformasikannya 
perubahan sistem 
pengelolaan 
administrasi izin 
kehadiran dalam 

a. Tim Efektif 
sistem 
INTEGRITAS 

b. Anggaran 
pelaksanaan 
kegiatan  

Memberikan 
informasi 
secara berkala 
terkait 
perkembangan 

a. Memberikan 

informasi 

terkait 

penerapan 

sistem 

Tersosialisasikannya 
sistem INTEGRITAS 
kepada unit kerja di 
lingkungan Biro 
SDMA  

a. Undangan 
rapat 
sosialisasi 

b. Daftar Hadir 
Sosialisasi 

Memperoleh 
dukungan dari 
PNS 
Sekretariat 
Jenderal DPR 
RI di 
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Daya Manusia 

Aparatur 

terkait 

penerapan 

sistem 

INTEGRITAS 

di lingkungan 

Sekretariat 

Jenderal DPR 

RI (5-7 

November 

2021) 

rangka perjalanan 
dinas  

 sistem 
INTEGRITAS  

INTEGRITAS 

sebagai upaya 

peningkatan  

pelayanan 

pengelolaan 

administrasi 

izin kehadiran 

dan  

b. manfaat 

terhadap 

instansi 

c. Penerapan 

Teknik 

komunikasi 

persuasive 

c. Laporan 
Singkat 
Kegiatan 

d. Dokumentasi 
kegiatan 

lingkungan Biro 
SDMA 
terhadap 
penerapan  
sistem 
INTEGRITAS   

2. Melakukan uji 

coba fitur 

INTEGRITAS 

pada Aplikasi 

Absensi (8-17 

November 

2021) 

Terwujudnya 
identifikasi 
permasalahan 
sebagai bentuk 
mitigasi resiko 
pada sistem 
INTEGRITAS 

a. Tim Efektif 
sistem 
INTEGRITAS 

b. Sarana dan 
Prasarana 
 

Memberikan 
motivasi dan 
kesempatan 
kepada setiap 
anggota untuk 
berkontribusi 
terkait aksi 
perubahan  

a. Meningkatkan 

komunikasi 

intensif terkait 

perkembangan 

aksi perubahan 

b. Melibatkan 

setiap pihak 

dalam 

memberikan 

masukan 

terkait solusi 

permasalahan 

 

a. Melakukan 
crosscheck data 
antara sistem 
INTEGRITAS 
dengan  surat 
izin kehadiran 
yang dikirim ke 
Bagian MKIASN 

b. Membuat daftar 
permasalahan 
yang ditemui 
selama 
berjalannya 
proses 
INTEGRITAS 

a. Notulensi 
Rapat 

b. Laporan 
Progress fitur 
INTEGRITAS 

c. Dokumentasi 
kegiatan 

Memastikan 
sistem 
INTEGRITAS 
bersinergi 
dengan data 
pengajuan cuti 
dan izin 
kehadiran pada 
aplikasi 
absensi 
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Tabel 2.5 

MILESTONE 5 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Fitur INTEGRITAS 

 

c. Pembahasan 
alternatif solusi 
dari 
permasalahan 
 

No. 
 

Kegiatan Indikator 
Keberhasilan 

Sumber Daya 
yang dimiliki 

Stakeholder Strategy Capaian Hasil Evidence Kemanfaatan 
dan 

Keberlanjutan 
Internal Eksternal 

 
TUJUAN JANGKA PENDEK : 
Terwujudnya sistem INTEGRITAS (Integrasi Aplikasi Absensi dan Aplikasi Perjalanan Dinas) 
 

1. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi fitur 

INTEGRITAS 

(17 November 

2021) 

Terlaksananya 
proses monitoring 
dan evaluasi 
sebagai 
keberlanjutan 
aksi perubahan 

a. Tim IT 
Pustekinfo 
dan admin 
internal 
MKIASN 

b. Sarana 
dan 
Prasarana 

Memberikan 
dorongan 
semangat dan 
motivasi dalam 
memberikan 
kontribusi  
terhadap aksi 
perubahan 

Memberikan 

informasi yang 

terbuka terkait 

perkembangan 

aksi perubahan 

 

a. Pengembangan 
fitur sistem 
INTEGRITAS 
untuk 
mengakomodir 
permasalahan 

b. Menganalisa 
pekembangan 
sistem 
INTEGRITAS di 
jangka 
menengah dan 
jangka panjang 

a. Notulensi 

Rapat 

b. Laporan 

Evaluasi 

kegiatan 

c. Dokumentasi 

Kegiatan 

 

Pengembangan 
sistem 
INTEGRITAS di 
jangka 
menengah dan  
jangka panjang 
untuk 
mengakomodir 
izin kehadiran 
dalam rangka 
perjalanan dinas 
PPNASN 
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A.1 Pembentukan Tim Efektif 

 A.1.1 Rapat Konsultasi dengan Mentor 

 Tahap awal dalam rangka implementasi Aksi Perubahan, 

Project Leader menyampaikan gagasan dan konsultasi kepada 

Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN (MKIASN) 

selaku mentor terkait Aksi Perubahan yang  akan dijalankan.           

Gambar 2.1 

Konsultasi dengan Mentor 

 

 

 

Aksi perubahan yang diajukan berdasarkan permasalahan 

yang dilihat dari salah satu tugas dan fungsi sub bagian Manajemen 

Kinerja Pegawai terkait pengelolaan kehadiran pegawai. Konsultasi 

dilakukan di ruang kerja Kepala Bagian MKIASN. Dalam konsultasi 

tersebut mentor memberikan persetujuan untuk menjalankan aksi 

perubahan dalam rangka peningkatan efisiensi kinerja bagian 

MKIASN. Mentor memberikan dukungan dengan membantu 

menggerakan sumber daya internal untuk ikut bergabung ke dalam 

tim efektif. Selain itu mentor memberikan  arahan untuk segera 

membentuk tim efektif yang akan terlibat dalam Menyusun Aksi 

Perubahan. 
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A.1.2 Rapat Koordinasi dengan Stakeholder 

Penyusunan Tim Aksi Perubahan diawali dengan 

mengadakan rapat koordinasi internal Bagian MKIASN, yang dihadiri 

oleh Kepala Biro SDMA, Kepala Bagian MKIASN, Kepala Sub 

Bagian MKIASN, Analis SDMA MKIASN, dan PPNASN MKIASN. 

Rapat diadakan  di ruang rapat Deputi Administrasi pada tanggal 24 

September 2021. Project Leader menjelaskan kepada peserta rapat 

terkait aksi perubahan yang digagas, serta maksud dan tujuan rapat 

dalam rangka rencana pemetaan kebutuhan tim efektif yang akan 

membantu dalam kelancaran aksi perubahan. Dalam rapat 

disepakati bahwa tim efektif akan melibatkan internal MKIASN, 

Bagian Perjalanan sebagai pengelola Aplikasi Perjalanan Dinas, dan 

Pranata Komputer Pustekinfo sebagai Tim IT pembuat aplikasi yang 

akan membuat sistem INTEGRITAS. Selain itu Kepala Biro SDMA 

juga memberikan  saran bahwa akan dibuat Surat Edaran sebagai 

dasar terkait penerapan sistem INTEGRITAS dalam pengelolaan izin 

kehadiran pegawai dalam rangka perjalanan dinas di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI.  

Gambar 2.2 

Rapat Koordinasi Internal 
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Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi internal, Project 

leader melakukan konsultasi dengan pejabat Bagian Perjalanan 

pada tanggal 27 September 2021 untuk meminta dukungan agar 

Aplikasi Perjalanan Dinas yang dikelola oleh Bagian Perjalanan 

dapan diintegrasikan dengan Aplikasi Absensi yang dikelola oleh 

Bagian MKIASN. Project Leader menjelaskan terkait sistem 

INTEGRITAS yang akan dijalankan, data yang dibutuhkan dari 

Aplikasi Perjalanan Dinas, dan manfaatnya bagi kinerja Organisasi. 

Project Leader menerapkan komunikasi persuasive untuk meminta 

dukungan dari pejabat Bagian Perjalanan. Pejabat Bagian 

perjalanan memberikan  dukungan terhadap sistem INTEGRITAS 

yang akan dilakukan, dan menyetujui untuk ikut bergabung menjadi 

tim efektif aksi perubahan agar dapat ikut memberikan masukan dan 

memantau secara langsung terhadap proses jalannya aksi 

perubahan.  

Project leader juga meminta dukungan kepada Kepala Biro 

Keuangan sebagai unit  kerja Eselon II yang mengelola Aplikasi 

Perjalanan Dinas. Project leader menjelaskan terkait sistem 

INTEGRITAS dan memberikan keyakinan bahwa aksi perubahan 

dapat menciptakan akuntabilitas kinerja organisasi dan 

meningkatkan efektivitas kinerja dan akurasi data terkait izin 

kehadiran pegawai sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja 

yang dikelola oleh Biro Keuangan. Terdapat surat permohonan 

persetujuan integrasi data untuk sistem INTEGRITAS antara Kepala 

Biro SDMA kepada Kepala Biro Keuangan. Persetujuan dari kepala 

Biro Keuangan ditandai dengan ditandatanganinya surat dukungan 

aksi perubahan sistem INTEGRITAS.  

Dalam rangka penyusunan SK Tim Efektif, project leader 

mengirimkan surat permintaan nama tim efektif kepada unit kerja 

terkait baik itu ke Bagian Perjalanan maupun Pustekinfo. Setelah 
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diperoleh nama tim efektif dari  tiap bagian, disusunlah SK Tim Efektif 

sistem INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDMA 

dan disahkan  pada tanggal 30 September 2021. Dengan 

dibentuknya tim efektif yang beranggotakan SDM internal Bagian 

MKIASN, Pranata Komputer Pustekinfo, Pejabat dan Analis Bagian 

Perjalanan dan Bagian Administrasi Keuangan, diharapkan akan 

memberikan sinergi yang positif untuk memberikan dukungan 

terhadap pembuatan sistem INTEGRITAS.  

Project  Leader memimpin pelaksanaan rapat tim efektif 

dalam rangka memberikan penjelasan terkait aksi perubahan yang 

akan dijalankan dan peran masing-masing anggota tim. Project 

leader memberikan motivasi bahwa setiap anggota tim memiliki 

peran dalam keberhasilan aksi perubahan. Pembahasan juga 

dilakukan terkait permasalahan yang dihadapi pada sistem yang 

berjalan saat ini sebagai hal yang harus diantisipasi dalam 

pembuatan sistem INTEGRITAS. Dalam rapat tersebut, anggota tim 

memberikan kontribusi berupa saran dan masukan terkait alur sistem 

INTEGRITAS. 
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Gambar 2.3 

Draft Awal Alur Sistem INTEGRITAS 

 

A.1.3 Permintaan dukungan  dari stakeholder internal dan 

eksternal 

Sistem INTEGRITAS yang digagas sebagai aksi perubahan 

merupakan bentuk peningkatan pelayanan terkait pengelolaan izin 

kehadiran dalam rangka perjalanan  dinas yang  akan diterapkan di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, penting 

untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder agar penerapan 

sistem INTEGRITAS dapat berjalan. Project leader membuat janji 

temu dengan pejabat terkait untuk kemudian memberikan informasi 

terkait aksi perubahan dan memberi keyakinan bahwa sistem 

INTEGRITAS dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan 

memperingkas birokrasi terkait pengelolaan  dokumen administrasi 

pegawai di Bagian MKIASN. Dukungan dari stakeholder ditandai 

dengan ditandatanganinya Surat Dukungan dari Sekretaris Jenderal 
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DPR RI, Surat Dukungan dari Plt. Deputi Administrasi, Surat 

Dukungan  dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Surat 

Dukungan dari Kepala Biro Keuangan, dan Surat Dukungan dari 

Kepala Bidang Pustekinfo. 

 

Gambar 2.4 

Dukungan dari Stakeholder 

  

 

A.2 Pembuatan Alur Layanan Sistem INTEGRITAS 

A.2.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion 

Dalam rangka membuat penelitian yang lebih  mendalam 

terkait alur integrasi data, diadakanlah Focus Group Discussion 

(FGD) terkait pengajuan izin kehadiran dalam rangka perjalanan 

dinas. Tujuannya adalah menggali informasi dari unit kerja terkait 

pelaksanaan pengurusan administrasi izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas untuk kemudian disusun alur proses bisnis sistem 

integritas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk paket 

meeting yang diadakan di daerah Tangerang pada tanggal 11 

Oktober 2021. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Tim Efektif aksi 
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perubahan dan peserta FGD yang diundang sebagai perwakilan  dari 

unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang 

mengalami dinamika yang lebih tinggi dibandingkan dengan unit 

kerja lainnya. Data tersebut diperoleh project leader setelah 

berkoordinasi dengan Bagian Perjalanan selaku pengelola 

perjalanan dinas pegawai.  

Dalam kegiatan FGD tersebut, terdapat informasi-informasi 

yang menjadi masukan dalam proses pembuatan sistem 

INTEGRITAS. Dari hasil FGD tersebut, terdapat beberapa poin yang 

menjadi catatan project leader : 

i. Input data ke dalam aplikasi absensi saat ini masih dilakukan 

secara manual terhadap setiap surat tugas perjalanan dinas yang  

diajukan. Proses tersebut dirasa tidak efektif dan efisien baik dari 

waktu maupun kinerja. 

ii. Surat Tugas yang diajukan oleh unit kerja dalam rangka izin 

perjalanan dinas merupakan dokumen output dari Aplikasi 

Perjalanan Dinas. Surat tugas tersebut tidak mengakomodir data 

periode perjalanan dinas masing-masing pegawai, dimana 

terdapat kemungkinan perbedaan karena adanya matriks 

perjalanan dinas. Hal ini mengakibatkan rentan terjadinya 

kesalahan saat penginputan ke dalam aplikasi absensi.  

iii. Dalam pengajuan izin kehadiran  perjalanan dinas, kerap kali 

terdapat pengiriman berkas berulang ke Bagian MKIASN 

dikarenakan adanya perubahan peserta maupun periode 

perjalanan. Bila terdapat perubahan atau pembatalan peserta 

dan tidak diajukan ke Bagian MKIASN, maka : 

- Pegawai tersebut tidak dapat mencatat kinerjanya pada hari 

tersebut pada aplikasi SIRAJIN 
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- Berdampak pada hak keuangan, dimana uang makan 

pegawai tersebut tidak dapat dibayarkan karena masih 

berstatus perjalanan dinas (belum dilakukan perubahan atau 

pembatalan pada data aplikasi absensi) 

iv. Ada juga pergantian  nama pegawai perjalanan dinas yang 

perubahannya tidak disampaikan ke kami,dimana data di kami 

masih berstatus dinas sehingga yang bersangkutan kemudiaan 

tidak dapat mencatat kinerjanya dia pd hari tersebut di catatan 

harian. Untuk dampak ke keuangannya uang makannya tidak 

dapat dibayarkan karena statusnya dinas luar. 

v. Unit kerja yang mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri, 

terkadang mengalami perubahan periode perjalanan dinas dari 

yang awal diajukan dengan saat pelaksanaan. Dalam perubahan 

tersebut, unit kerja yang bersangkutan melaporkan ke Bagian 

Perjalanan dan Bagian Administrasi keuangan terkait proses 

pengembalian hak keuangannya. Namun perubahan tersebut 

tidak diajukan ke Bagian MKIASN sehingga terdapat perbedaan 

data pada aplikasi absensi. 

vi. Terdapat beberapa kejadian dimana unit kerja tidak mengirimkan 

surat izin kehadiran perjalanan dinas ke bagian MKIASN, 

sehingga status pegawai yang bersangkutan alpa pada aplikasi 

absensi. Hal tersebut mengakibatkan pegawai yang 

bersangkutan terkena hukuman disiplin dan pemotongan 

tunjangan kinerja.  

vii. Kesalahan dalam penginputan data, ditindaklanjuti dengan 

pengajuan surat ke Bagian Administrasi Keuangan terkait 

susulan pembayaran tunjangan kinerja agar hak keuangan 

pegawai yang bersangkutan dapat tetap dibayarkan.  
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viii. Bila terdapat kesalahan atau kekurangan data, tracing dilakukan 

secara manual pada satu persatu dokumen yang diajukan (tidak 

efisien). 

Kendala yang ditemukan dalam proses FGD tersebut, akan digunakan 

oleh project leader dan tim efektif sebagai dasar untuk pembuatan alur 

sistem INTEGRITAS agar dapat mengakomodir permasalahan yang 

ada terkait pengajuan izin kehadiran dalam rangka perjalanan dinas. 

Gambar 2.5 

FGD Pengelolaan Izin Kehadiran Perjalanan Dinas Pegawai 

 
 

 

Dalam proses FGD tersebut, project leader juga memberikan 

informasi kepada peserta FGD terkait sistem INTEGRITAS yang akan 

dijalankan. Project leader memberikan penjelasan yang informatif 

kepada stakeholder eksternal (PNS Sekretariat Jenderal DPR RI) 

yang diwakili oleh beberapa unit kerja terkait manfaat yang akan 

diberikan dengan berjalannya aksi perubahan. Dengan sistem 

INTEGRITAS, akan meringkas birokrasi pengajuan izin kehadiran ke 

bagian MKIASN, dan memberikan kemudahan bagi unit kerja karena 

perjalanan dinas yang terekam dalam aplikasi perjalanan dinas tidak 
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perlu lagi dikirimkan berkas fisiknya. Hal ini juga akan memberikan 

kemudahan bagi unit kerja saat ada perubahan atau pembatalan data. 

Pada kegiatan tersebut. Peserta FGD sebagai perwakilan dari PNS 

Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan  dukungan terhadap 

jalannya aksi perubahan sistem INTEGRITAS. 

 

A.2.2 Pembuatan Alur kerja dan kommponen sistem 

INTEGRITAS 

Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka melakukan 

finalisasi alur sistem INTEGRITAS. Setelah project leader 

berkoordinasi dengan Tim IT, maka diputuskan bahwa sistem 

INTEGRITAS akan langsung di otomatisasi terkait integrasi data dari 

aplikasi perjalanan dinas, sehingga tidak lagi diperlukan proses 

sinkronisasi data oleh admin pengelola absensi bagian MKIASN.  

Sistem akan melakukan penarikan data pengajuan perjalanan 

dinas yang telah difinalisasi oleh unit kerja. Ketika ada pembatalan 

kegiatan perjalanan dinas oleh unit kerja, sistem akan menganulir 

data yang sudah masuk, sehingga akan diperoleh data final sistem 

INTEGRITAS yang akan terkoreksi pada aplikasi absensi masing-

masing pegawai. Sinkronisasi data ditetapkan akan dilakukan saat 

H+1 unit kerja meng-klik tombol final pada aplikasi perjalanan dinas. 

Alur layanan sistem INTEGRITAS yang akan berjalan adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.6 

Alur Layanan Sistem INTEGRITAS 

 

 

A.3 Pembuatan Sistem Layanan 

A.3.1 Pembuatan Menu Sistem INTEGRITAS 

Berdasarkan alur layanan yang telah disepakati, project 

leader memimpin rapat untuk membuat tampilan menu sistem 

INTEGRITAS pada aplikasi absensi. Tampilan menu disesuaikan 

dengan kebutuhan pengajuan perjalanan dinas unit kerja yang 

dilakukan pada aplikasi perjalanan dinas, mulai dari pengajuan, 

perubahan dan pembatalan kegiatan perjalanan dinas.  

Menu INTEGRITAS akan muncul di Portal Aplikasi Absensi 

(SUPER), dimana halaman tersebut dikelola oleh Bagian MKIASN 

sebagai unit kerja pengelola izin kehadiran pegawai. 
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Gambar 2.7 

Tampilan Menu INTEGRITAS  

 

 

Akan terdapat 4 (empat) menu yang berisi informasi data integrasi dari 

aplikasi perjalanan dinas : 

a. Daftar Dinas Luar (Aladin : Final) 

Data Dinas Luar Final pada menu  INTEGRITAS, merupakan hasil 

integrasi data dari Aplikasi Perjalanan Dinas terkait proses 

pengajuan perjalanan dinas dari unit kerja. Data yang muncul 

pada menu merupakan data yang telah di klik Final oleh unit kerja 

saat mengajukan perjalanan dinas.  

 

b. Daftar Dinas Luar (Aladin : Batal) 

Data Dinas Luar Batal pada menu  INTEGRITAS, merupakan hasil 

integrasi data dari Aplikasi Perjalanan Dinas terkait proses 

pembatalan kegiatan perjalanan dinas. Data yang muncul 

merupakan data pegawai yang batal mengikuti perjalanan dinas 

dan telah diverifikasi oleh Bagian Perjalanan.  

 

c. Daftar Dinas Luar (Absensi-Aladin) 

Data Dinas Luar (Absensi) pada menu  INTEGRITAS merupakan 

data bersih atau data akhir hasil integrasi Aplikasi Perjalanan 

Dinas. Data pada menu tersebut diperoleh dari Data Final 
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pengajuan unit kerja setalah terdapat koreksi baik itu 

pembaharuan atau pembatalan perjalanan dinas. Ketika data 

batal perjalanan dinas tersebut sudah terintegrasi dari Aplikasi 

perjalanan dinas, maka keterangan perjalanan dinas di Aplikasi 

Absensi pegawai akan otomatis teranulir. Data pada menu 

tersebut akan ditransfer ke dalam data Aplikasi absensi masing-

masing pegawai.  

 

d. Daftar Dinas Luar (Diluar Aladin) 

Data Dinas Luar (Absensi) pada menu  INTEGRITAS merupakan 

data perjalanan dinas pegawai yang tidak diinput dalam Aplikasi 

Perjalanan Dinas. Untuk data perjalanan dinas yang tidak diinput 

pada aplikasi perjalanan dinas, unit kerja yang bersangkutan tetap 

harus mengirimkan dokumen fisik ke MKIASN. Menu ini 

memungkinkan admin MKIASN  untuk melakukan penginputan 

secara manual data surat tugas perjalanan dinas yang diajukan 

unit kerja sehingga data absensi pegawai dapat langsung 

terkoreksi.  

 

A.3.2 Pembuatan Fitur Layanan INTEGRITAS 

 Sebelum membuat tampilan pada sistem layanan 

INTEGRITAS, project leader bersama tim internal dan bagian 

perjalanan melakukan pembahasan terkait proses bisnis aplikasi 

perjalanan dinas. Dalam pembahasan, project leader mendapat 

gambaran terkait alur pengajuan unit kerja dalam melakukan 

pengajuan perjalanan dinas  
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Gambar 2.8 

Rapat Koordinasi Penyusunan Fitur Layanan INTEGRITAS 

  

 

Pembuatan fitur layanan pada setiap menu INTEGRITAS 

dilakukan oleh project leader bersama tim efektif, yang akan 

disesuaikan dengan kebutuhan pada aplikasi absensi. Fitur layanan 

yang akan tampil pada menu INTEGRITAS akan disesuaikan  

dengan informasi data pada aplikasi perjalanan dinas, sehingga 

mempermudah jalannya alur integrasi data.  
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Gambar 2.9 

Tangkap Layar Aplikasi Perjalanan Dinas (Aladin) 
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a. Nomor surat pada aplikasi perjalanan dinas, akan diambil 

sebagai identitas data pada pengajuan izin perjalanan dinas 

yang diajukan oleh unit kerja. Hal tersebut sebagai salah satu 

bentuk mitigasi resiko agar bila terjadi perbedaan data pada 

aplikasi absensi, tracing data akan lebih mudah dilakukan pada 

aplikasi perjalanan dinas. 

b. Sebagai tambahan data akan  ditambahkan jenis perjalanan 

dinas yang dipilih oleh unit kerja sebagai data yang akan  muncul 

pada aplikasi abensi, baik itu Kunker, Diklat, Benchmarking, 

Paket Meeting, dll  

c. Data yang akan diintegrasikan juga meliputi data periode 

perjalanan dinas pegawai, dan daerah tujuan perjalanan dinas. 

Data-data tersebut akan  diinput kedalam setiap tampilan menu 

sistem INTEGRITAS, untuk kemudian menjadi keterangan data 

pada aplikasi absensi pegawai. 

Setelah melakukan identifikasi data pada aplikasi perjalanan 

dinas, maka kemudian project leader bersama dengan tim efektif 

membuat fitur pada setiap menu INTEGRITAS. 

a. Daftar Dinas Luar (Aladin : Final) 

Data yang muncul pada tabel Daftar Dinas Luar (Aladin : Final) 

merupakan data yang telah di klik Final oleh unit kerja. Data yang 

muncul merupakan data pegawai per periode perjalanan dalam 

mengikuti perjalanan dinas. Pada tabel berisi nomor surat tugas 

perjalanan dinas, nama pegawai, periode perjalanan dan 

keterangan kegiatan. Data pada menu masih memungkinkan 

untuk terjadi perubahan, bergantung pada pengajuan unit kerja 

terkait. 
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Gambar 2.10 

Tampilan Menu INTEGRITAS (Aladin : Final) 

 

 

b. Daftar Dinas Luar (Aladin : Batal) 

Data yang muncul pada tabel Daftar Dinas Luar (Aladin : Batal) 

merupakan data perjalanan dinas yang telah terinput dalam 

sistem, namun dibatalkan oleh unit kerja terkait. Pada tabel berisi 

nama pegawai, periode perjalanan dan keterangan kegiatan 

yang telah dilakukan pembatalan. Ketika data batal perjalanan 

dinas tersebut sudah terintegrasi dari Aplikasi perjalanan dinas, 

maka keterangan perjalanan dinas di Aplikasi Absensi pegawai 

akan otomatis teranulir. Sehingga yang bersangkutan memiliki 

kewajiban untuk melakukan absensi pada aplikasi SIRAJIN. 

Gambar 2.11 

Tampilan Menu INTEGRITAS (Aladin : Batal) 
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c. Daftar Dinas Luar (Absensi-Aladin) 

Data yang muncul pada tabel Daftar Dinas Luar (Aladin : Batal) 

merupakan data bersih yang sudah tidak akan mengalami 

perubahan dari sistem INTEGRITAS. Data inilah yang akan 

langsung di transfer dan ditampilkan pada aplikasi absensi 

masing-masing pegawai. Pada tabel data terdapat nama 

pegawai, periode perjalanan dinas, keterangan kegiatan 

perjalanan dinas dan nomor kode perjalanan dinas.  

Gambar 2.12 

Tampinan Menu INTEGRITAS (Absensi-Aladin) 

 

 

d. Daftar Dinas Luar (Di luar Aladin) 

Penambahan menu tersebut dilakukan untuk mengantisipasi 

kegiatan perjalanan dinas pegawai yang pengajuannya  tidak 

diinput melalui sistem aplikasi perjalanan dinas. Setiap surat 

tugas yang masuk akan diinput kedalam sistem oleh admin 

MKIASN ke dalam menu INTEGRITAS Daftar Dinas Luar (Di Luar 

Aladin). 
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Gambar 2.13 

Tampinan Menu INTEGRITAS (Diluar ALADIN) 

 

 Ketika sistem INTEGRITAS diimplementasikan, maka akan 

terjadi perubahan sistem layanan terkait pengajuan izin 

kehadiran pegawai dalam rangka perjalanan dinas, yang 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.14 

Infografis Perubahan Sistem Layanan 
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 Dalam rangka memberikan kemudahan dalam memahami 

proses sistem INTEGRITAS, disusunlah Buku Manual sistem 

INTEGRITAS, sehingga pengguna akan mendapatkan 

pemahaman  bagaimana proses integrasi berjalan dari aplikasi 

perjalanan  dinas hingga ke aplikasi absensi masing-masing 

pegawai. 

 

Gambar 2.15 

Buku Panduan INTEGRITAS 

 

A.4 Melakukan Uji Coba Fitur INTEGRITAS 

A.4.1 Sosialisasi sistem INTEGRITAS di lingkungan Biro 

Sumber Daya Manusia Aparatur 

   Pelaksanaan sosialisasi sistem INTEGRITAS di lingkungan 

Biro Sumber Daya Aparatur (SDMA) dilaksanakan pada tanggal 5-7 

November 2021 di daerah Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut dihadiri 

seluruh jajaran di lingkungan Biro SDMA baik itu Kepala Biro, Kepala 

Bagian, Kepala Sub Bagian dan PPNASN. Selain itu juga dihadiri oleh 

Bagian Perjalanan sebagai stakeholder aksi perubahan.  
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   Dalam kegiatan sosialisasi, project leader memberikan 

informasi terkait rencana penerapan sistem INTEGRITAS sebagai 

upaya peningkatan pengelolaan izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan  dinas pegawai dan meringkas birokrasi utamanya di bagian 

MKIASN. Pengelolaan izin kehadiran tersebut juga dikaitkan dengan 

penerapan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

yang  juga mengatur terkait kehadiran pegawai. 

Gambar 2.16 

Sosialisasi di lingkungan Biro SDMA 

 

 

 

 

 

 Dalam  kegiatan sosialisasi, project leader mendapatkan saran agar 

sistem INTEGRITAS ini dapat digunakan  sebagai langkah awal untuk 

melakukan tertib  administrasi dalam rangka izin kehadiran  pegawai 

tidak hanya pada aplikasi absensi tapi juga SIRAJIN (portal absensi 

pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI). Project Leader juga 

mendapatkan dukungan dari stakeholder dan peserta sosialisasi 

sebagai perwakilan PNS Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka 

penerapan sistem INTEGRITAS sebagai upaya peningkatan pelayanan 

izin kehadiran. 
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A.4.2 Proses Uji Coba Sistem INTEGRITAS 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji coba sistem 

INTEGRITAS pada aplikasi absensi. Project leader melakukan 

diskusi dengan tim admin dan tim IT untuk melihat kemungkinan 

sistem INTEGRITAS mulai diaplikasikan. Dengan padatnya jadwal 

tim IT Pustekinfo, konsultasi dilakukan di ruang kerja Bagian 

MKIASN secara informal pada tanggal 8 November 2021. Hal ini 

penting untuk melihat kesiapan sistem yang telah dirancang oleh  

Tim IT dengan tim admin internal MKIASN untuk menghadapi 

kemungkinan permasalahan dan solusi yang akan dilakukan ketika 

sistem sudah berjalan. 

Gambar 2.17 

Konsultasi Persiapan Implementasi Sistem INTEGRITAS 

                

 

Setelah melalui proses diskusi, diputuskan bahwa sistem 

INTEGRITAS mulai  diterapkan dengan melakukan integrasi data 

perjalanan dinas yang terinput pada aplikasi perjalanan dinas per 

tanggal 1 November 2021 ke dalam aplikasi absensi. Dimana data 

dari aplikasi perjalanan dinas akan langsung diintegrasikan dengan 

sistem INTEGRITAS sehingga akan langsung terkoreksi secara 
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otomatis pada aplikasi absensi pegawai. Berikut adalah tampilan 

perbedaan pada aplikasi absensi pegawai sebelum dan sesudah 

menggunakan sistem INTEGRITAS : 

Gambar 2.18 

Perbandingan Tampilan Layar Absensi Pegawai 
 

Sebelum menggunakan  sistem INTEGRITAS 

(Oktober 2021) 

Setelah menggunakan  sistem 

INTEGRITAS 

(November 2021) 

  

 

Pada Gambar 2.16 dapat dilihat di bulan Oktober, keterangan dinas luar 

pada aplikasi absensi masih diinput secara manual oleh admin MKIASN. 

Pada bulan November, keterangan pada aplikasi absensi merupakan hasil 
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integrasi data dari aplikasi perjalanan dinas. Begitu juga dengan periode 

perjalanan dinas yang akan langsung terekam otomatis ke dalam sistem.  

Selama tahap uji coba, project leader bersama tim admin MKIASN 

melakukan crosscheck data antara sistem INTEGRITAS dengan surat 

tugas yang masuk ke bagian MKIASN. Hal ini untuk memastikan bahwa 

sistem telah berjalan dengan baik dan integrasi data dari aplikasi perjalanan 

dinas ke aplikasi absensi telah berjalan.  Proses uji coba sistem 

INTEGRITAS akan dijalankan  dari tanggal 8 November hingga 17 

November untuk kemudian  dilakukan proses  evaluasi kegiatan. 

A.5 Monitoring dan Evaluasi sistem INTEGRITAS 

  Setelah tahapan proses uji coba integrasi data dengan Sistem 

INTEGRITAS, Project leader mengadakan rapat evaluasi kegiatan 

bersama tim IT  

dan  Tim Admin untuk melaporkan kendala yang terjadi selama proses 

integrasi data. Rapat dilakukan  secara virtual pada tanggal 17 

November 2021 untuk membahas terkait permasalahan dan solusi yang  

dapat dilakukan. 

   

Gambar 2.19 

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 
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Dalam proses uji coba ditemukan beberapa kendala seperti : 

i. Periode perjalanan dinas yang dimulai dari akhir bulan Oktober 

sampai dengan awal November tidak terinput kedalam Daftar 

Menu INTEGRITAS (Absensi-Aladin) dan tidak terkoreksi di 

aplikasi absensi pegawai. Hal ini dikarenakan penarikan data 

sistem INTEGRITAS dilakukan per 1 November 2021. 

ii. Menu untuk input manual belum berjalan dengan baik dimana 

data yang diinput oleh tim admin MKIASN tidak dapat terekam 

iii. Terdapat error pada sistem karena adanya duplikasi data izin 

kehadiran, dimana pegawai yang telah terinput namanya pada 

cuti pegawai, di tanggal yang bersamaan nama pegawai tersebut 

juga ada pada data perjalanan dinas. Hal tersebut 

mengakibatkan data tidak dapat terintegrasi dan tidak dapat 

terkoreksi pada absensi pegawai 

Berdasarkan masalah yang ditemukan selama proses uji coba, 

project leader berkonsultasi secara regular dengan tim IT untuk mencari 

solusi terkait permasalahan tersebut. Setelah menemukan sumber masalah 

pada data, Tim IT dapat melakukan integrasi untuk data perjalanan  dinas 

yang dimulai bulan Oktober. Begitu pula dengan daftar manual 

INTEGRITAS sudah dapat dilakukan input data oleh tim admin MKIASN. 

Terkait duplikasi data, kemudian diputuskan untuk membuat satu tambahan 

menu pada sistem INTEGRITAS (Gambar 2.17) sehingga akan  

memudahkan tim admin MKIASN untuk melakukan tracing data yang 

terdapat duplikasi. 
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Gambar 2.20 

Pengembangan Tampilan Menu INTEGRITAS 

 

Dari menu Daftar Duplikasi tersebut, akan terlihat pegawai yang 

sudah mengajukan cuti tahunan namun namanya ikut dalam daftar 

perjalanan dinas   

 

 

Gambar 2.21 

Tampilan Menu Daftar Duplikasi    

         

 

Dari data tersebut, tim admin MKIASN dapat melakukan konfirmasi 

ke pegawai yang bersangkutan untuk dilakukan penyesuaian cuti 

atau perjalanan dinasnya.  
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Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi akan terus dilakukan 

secara berkala oleh project leader dan  tim efektif baik secara formal 

maupun informal Hal ini untuk memastikan agar sistem INTEGRITAS 

berjalan dengan baik agar data rekap absensi yang akan dikirimkan 

ke bagian administrasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan 

(akuntabel). Rekap data absensi tersebut merupakan dasar 

pembayaran tunjangan kinerja pegawai Sekretariat Jenderal DPR 

RI, sehingga penting untuk menghindari terjadinya kesalahan data. 

Berikut adalah peningkatan pelayanan sistem pengelolaan 

izin kehadiran dalam rangka perjalanan dinas dengan perbandingan  

sebelum dan sesudah penerapan sistem INTEGRITAS sebagai aksi 

perubahan di Bagian MKIASN : 

 Tabel 2.6 

Peningkatan Pelayanan dengan Sistem INTEGRITAS 

No. Sebelum Aksi Perubahan Setelah Aksi 
Perubahan 

1. Pengajuan surat administrasi izin 

kehadiran masih bersifat manual 

dengan mengirimkan dokumen fisik 

(paperbased) ke Bagian MKIASN, 

sehingga terdapat penumpukan 

berkas dokumen kepegawaian  

 

 
 

Unit kerja yang 

melakukan pengajuan 

perjalanan  dinas melalui 

Aplikasi Perjalanan 

Dinas tidak perlu lagi 

mengirimkan dokumen 

fisik administrasi izin 

kehadiran ke Bagian  

Manajemen Kinerja dan 

Informasi ASN karena 

pengajuan pada Aplikasi 

Perjalanan Dinas akan 

langsung terintegrasi 

dengan Aplikasi Absensi 

(Paperless) 
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2. Ketika terdapat perubahan data 

perjalanan dinas, unit  kerja akan 

mengirimkan Kembali perubahan  

surat tugas ke Bagian MKIASN 

sehingga data harus diinput 

berulang ke dalam aplikasi absensi 

oleh admin MKIASN. 

 

Setiap perubahan data 

yang dilakukan oleh unit 

kerja pada Aplikasi 

Perjalanan Dinas, akan 

langsung terhubung 

dengan aplikasi absensi, 

seperti : 

a. Perubahan 

peserta 

perjalanan dinas 

b. Perubahan 

periode waktu 

perjalanan dinas 

c. Pembatalan 

kegiatan 

perjalanan dinas 

Hal ini akan  

memberikan kemudahan 

bagi unit kerja sehingga 

tidak perlu mengajukan 

dokumen revisi 

administrasi izin 

kehadiran. Selain itu, tim 

administrasi Bagian 

MKIASN, tidak perlu lagi 

melakukan penginputan 

berulang karena sistem 

INTEGRITAS akan 

langsung mengupdate 

data pada aplikasi 

Absensi. 

 

3. Adanya ketidaksinkronisasian data 

antara data pegawai yang mengikuti 

perjalanan dinas di Bagian MKIASN 

dan Bagian Perjalanan 

Kecenderungan unit 

kerja untuk tidak 

mengirimkan perubahan 

data pegawai yang 

mengikuti perjalanan 

dinas dan perubahan 

periode perjalanan dinas 
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mengakibatkan adanya 

perbedaan data pada 

sistem di Bagian 

MKIASN dan Bagian 

Perjalanan. Dengan 

diterapkannya sistem 

INTEGRITAS, 

perubahan data pada 

Aplikasi Perjalanan 

Dinas sebagai aplikasi 

yang digunakan oleh unit 

kerja untuk melakukan 

perubahan  data, akan 

dapat dilakukan 

sinkronisasi ke dalam 

Aplikasi Absensi. 

Sehingga data yang  

diperoleh akurat. 

 

4. Proses penginputan masih dilakukan 

secara manual dengan menginput 

satu persatu nama ke dalam Aplikasi 

Absensi berdasarkan surat tugas 

yang diajukan oleh unit kerja. 

 

 

Data akan langsung 

terintegrasi secara 

otomatis dari aplikasi 

perjalanan dinas ke 

aplikasi absensi, 

sehingga admin MKIASN 

sudah tidak perlu lagi 

melakukan penginputan 

data kedalam aplikasi 

absensi. Hal ini akan 

meningkatkan efisiensi 

kerja terkait pengelolaan 

izin kehadiran pegawai.  
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5. Data yang diinput secara manual 

berpotensi untuk mengalami 

kesalahan. 

Akurasi data tinggi, 

karena sistem 

INTEGRITAS akan 

melakukan integrasi data 

secara langsung, ketika 

data perjalanan dinas 

yang diajukan oleh unit 

kerja telah di finalisasi. 

 

6. Birokrasi yang panjang dalam 

melakukan pengajuan administrasi 

izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas. Membutuhkan 

waktu 2(dua) sampai 3(tiga) hari 

untuk mengirimkan berkas, mulai 

dari finalisasi sistem perjalanan 

dinas, persetujuan pimpinan, hingga 

mengirimkan  berkas surat izin 

kehadiran ke Bagian MKIASN. 

Memperingkas alur 

birokrasi pengajuan izin 

kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas, 

memberikan kemudahan 

bagi unit kerja ketika 

melakukan  pengajuan, 

perubahan  dan 

pembatalan perjalanan 

dinas. Unit kerja tidak 

perlu lagi mengirimkan 

Surat Tugas perjalanan 

dinas ke Bagian 

MKIASN, karena sistem 

INTEGRITAS akan 

langsung melakukan 

integrasi data saat unit 

kerja melakukan 

pengajuan dan 

perubahan data pada 

Aplikasi Perjalanan 

Dinas.  

Setelah mengklik tombol 

final pada aplikasi 

perjalanan  dinas, 

absensi pegawai akan 

secara otomatis ter-

update dalam 1x24 jam 

(1 hari). 
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7. Ketika terjadi perbedaan data antara 

dokumen Surat Tugas yang diterima 

MKIASN, dan aplikasi absensi 

pegawai, tracing dilakukan secara 

manual dengan melihat kembali 

dokumen pengajuan. Hal tersebut 

tidak efisien dari segi waktu dan 

kinerja 

Data akan langsung  

terdigitalisasi dan akan 

mempermudah proses 

crosscheck ketika terjadi 

perbedaan data. 

8. Aplikasi absensi saat ini belum 

berjalan  secara optimal 

Pemanfaatan teknologi 

untuk memberikan 

kemudahan dalam 

pengelolaan administrasi 

izin kehadiran perjalanan 

dinas dimana sistem 

akan langsung berjalan 

secara otomatis pada H 

plus 1 finalisasi data 

pada aplikasi perjalanan 

dinas 

 

9. Surat Tugas perjalanan dinas 

sebagai output aplikasi perjalanan 

dinas tidak 

menggambarkan.perjalanan dinas 

masing-masing pegawai. Hal 

tersebut memungkinkan terjadinya 

kesalahan dalam penginputan data. 

Sistem INTEGRITAS 
akan langsung 
melakukan integrasi data 
yang telah disesuaikan 
dengan matriks 
perjalanan dinas masing-
masing pergawai, 
sehingga bila terdapat 
perbedaan periode 
perjalanan dsalam 1 
(satu) akan dapat 
langsung terakomodir 
 

10. Unit kerja jarang mengirimkan surat 

pembatalan perjalanan dinas ke 

Bagian MKIASN 

Sistem INTEGRITAS 
dapat mengakomodir 
pembatalan data 
pegawai yang mengikuti 
perjalanan dinas, yang 
akan langsung terkoreksi 
pada aplikasi absensi 
masing-masing pegawai. 
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11. Input data manual berpotensi 

keterlambatan data rekap absensi 

pegawai disampaikan ke Bagian 

Administrasi Keuangan  

Data rekap absensi 
sebagai dasar 
pembayaran  tunjangan 
kinerja pegawai yang  
diterima oleh Bagian 
Administrasi Keuangan 
akan lebih cepat 
disampaikan 
 

 

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN 

 Setelah dilakukan implementasi aksi perubahan dengan penerapan 

sistem INTEGRITAS sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan 

pengelolaan izin kehadiran pegawai dalam rangka perjalanan dinas, 

manfaat yang dirasakan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Project Leader 

a. Dapat lebih mudah dalam melakukan  pengawasan  terhadap 

pengelolaan izin kehadiran dalam  rangka perjalanan dinas 

karena data sudah terdigitalisasi 

b. Menjadi lebih terbuka tentang pemanfaatan teknologi dalam 

melakukan inovasi lainnya guna peningkatan pelayanan 

kepegawaian di Bagian MKIASN 

c. Meningkatkan kemampuan untuk menjalin  kerjasama dengan 

unit kerja lain dalam rangka menciptakan sebuah sistem kerja 

dan sharing teknologi demi peningkatan kinerja organisasi 

d. Sebagai bentuk implementasi kepemimpinan yang berorientasi 

terhadap peningkatan pelayanan 

 

2. Manfaat bagi Unit Kerja 

a. Meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan Bagian MKIASN terkait 

pengelolaan dokumen izin kehadiran 
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b. Mempercepat waktu penginputan data perjalanan  dinas pada 

aplikasi absensi pegawai 

c. Data izin kehadiran akan langsung  terdigitalisasi sehingga tidak 

ada lagi penumpukan  dokumen kepegawaian terkait izin 

kehadiran perjalanan  dinas 

d. Meningkatkan  akurasi data terkait perjalanan dinas pada absensi 

pegawai karena langsung terintegrasi dari data aplikasi 

perjalanan  dinas yang dikelola oleh Bagian Perjalanan 

 

3. Manfaat bagi Stakeholder 

a. Memperingkas birokrasi dimana unit kerja yang mengajukan 

perjalanan dinas melalui Aplikasi Perjalanan Dinas, sudah tidak 

perlu mengirimkan dokumen fisik ke Bagian MKIASN karena data 

akan langsung terintegrasi secara otomatis 

b. Data absensi pegawai yang mengikuti perjalanan dinas akan 

langsung terkoreksi pada H+1 di aplikasi absensi masing-masing  

pegawai 

c. Data rekap absensi sebagai dasar pembayaran  tunjangan 

kinerja pegawai yang  diterima oleh Bagian Administrasi 

Keuangan akan lebih cepat disampaikan 
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BAB 3 

KELANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

Setelah melalui rangkaian tahapan pada jangka pendek dan 

memastikan apabila tidak ada kesalahan  data pada sistem INTEGRITAS, 

maka akan dilakukan  tahapan berikutnya, yaitu persiapan implementasi 

sistem INTEGRITAS di lingkungan  Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam 

pelaksanaan kegiatan di jangka menengah, project leader dan tim efektif 

telah mendapatkan dukungan dari Mentor dan Kepala Biro SDMA untuk 

membuat Surat Edaran sebagai dasar dalam penerapan sistem 

INTEGRITAS, dimana unit kerja yang melakukan pengajuan perjalanan 

dinas melalui aplikasi perjalanan dinas, sudah tidak lagi diperlukan 

mengirimkan berkas dokumen fisik pengajuan izin kehadiran ke Bagian 

MKIASN. Tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi sistem 

INTEGRITAS kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Dalam jangka menengah penerapan sistem INTEGRITAS juga akan 

digunakan untuk mengakomodir pengajuan perjalanan  dinas PPNASN 

yang juga dikelola oleh Bagian MKIASN. Dalam rangka penataan 

pengelolaan izin kehadiran pegawai, juga akan dibuat perubahan SOP 

pengajuan izin kehadiran pegawai ke Bagian MKIASN. Dalam jangka 

menengah, project leader juga akan mengajukan  usulan terkait 

pengembangan  sistem  INTEGRITAS tahap 2 (dua), dimana akan 

dilakukan integrasi data dari aplikasi absensi ke aplikasi perjalanan dinas 

terkait pegawai yang melaksanakan cuti dan tugas belajar sebagai 

tambahan  data dari matriks perjalanan dinas pegawai. Hal ini penting untuk 

menjamin akuntabilitas data perjalanan dinas dan absensi pegawai di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Rencana jangka menengah akan 

dilaksanakan dalam rentang waktu Desember 2021 sampai dengan Mei 

2022.  
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Sedangkan untuk rencana jangka panjang merupakan keberlanjutan 

dari rencana aksi perubahan yang akan dilakukan setelah jangka 

menengah selesai dilaksanakan. Pada jangka panjang, project leader akan 

melakukan pengelolaan terhadap surat tugas izin kehadiran dalam rangka 

perjalanan dinas yang tidak diajukan melalui aplikasi perjalanan dinas, 

sehingga dokumennya masih perlu dikirimkan ke Bagian MKIASN.  

Terhadap dokumen tersebut akan menggunakan e-sign sehingga dokumen 

dapat dikirim secara digital ke Bagian MKIASN. Sebagai bentuk sosialisasi, 

akan dibuat videografis yang akan diletakan di aplikasi Portal pegawai. 

Evaluasi kegiatan  akan  terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk 

memastikan sistem INTEGRITAS berjalan  dengan optimal. 

Tabel 3.1 

Keberlanjutan Aksi Perubahan  Jangka Menengah dan Jangka 

Panjang 

Jangka/ 

Milestone 

Tujuan Kegiatan Output Waktu 

Menengah 1. Terwujudnya Surat 

Edaran 

penggunaan 

sistem 

INTEGRITAS 

sebagai pengganti 

pengajuan 

dokumen izin 

kehadiran dalam 

rangka perjalanan 

dinas sebagai 

dasar hukum 

penerapan sistem 

INTEGRITAS di 

lingkungan 

Sekretariat 

Jenderal DPR RI 

2. Terlaksananya 

sosialisasi 

kegiatan terkait 

a. Penyusunan 

Surat Edaran 

penerapan sistem 

INTEGRITAS 

b. Sosialisasi 

peningkatan 

layananan 

pengelolaan izin 

kehadiran 

pegawai dalam 

rangka perjalanan 

dinas melalui 

sistem 

INTEGRITAS 

c. Pengembangan 

sistem 

INTEGRITAS 

untuk 

mengakomodir 

izin kehadiran 

a. Surat Edaran 

penerapan 

sistem 

INTEGRITAS 

b. Penerapan 

sistem 

INTEGRITAS 

untuk PPNASN 

c. SOP 

Perubahan 

terkait 

pengajuan izin 

kehadiran 

d. Pengembangan 

Sistem 

INTEGRITAS 

Tahap 2 

 

Desember 

2021-Mei 

2022 
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pengajuan 

administrasi izin 

kehadiran ke 

bagian MKIASN 

3. Terwujudnya SOP 

pengajuan izin 

kehadiran secara 

online 

4. Terwujudnya 

sistem 

INTEGRITAS 

untuk 

mengakomodir 

PPNASN 

5. Lanjutan Aksi 

Perubahan melalui  

pengembangan 

sistem  

INTEGRITAS 

Tahap 2 

 

perjalanan dinas 

PPNASN 

d. Penyusunan 

Perubahan SOP 

Layanan 

pengajuan 

administrasi 

kehadiran  

e. Usulan Integrasi 

data dari aplikasi 

absensi  ke 

aplikasi 

perjalanan dinas 

yang 

mengakomodir 

keterangan cuti 

dan tugas belajar 

pegawai 

 

Panjang 1. Terwujudnya 

dukungan di 

bidang 

administrasi 

dengan 

pemanfaatan  

teknologi untuk 

meningkatkan 

kinerja Sekretariat 

Jenderal DPR RI 

2. Monitoring dan 

Evaluasi Sistem 

 

a. Penambahan e-

sign ke dalam 

dokumen digital 

b. Pembuatan 

videografis 

penggunaan fitur 

layanan 

INTEGRITAS 

dengan 

penambahan e-

sign 

c. Evaluasi fitur 

layanan 

INTEGRITAS 

dengan 

penambahan e-

sign 

 

Videografis 

penggunaan fitur 

layanan 

INTEGRITAS 

 

Juni– 

Desember 

2022 
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BAB 4 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Aksi Perubahan terkait Optimalisasi Rekap Data 

Absensi melalui sistem ‘INTEGRITAS’ Integrasi aplikasi absensi 

dan aplikasi perjalanan  dinas telah dapat diaksanakan sesuai 

dengan yang direncanakan. Tujuan jangka pendek yaitu 

terwujudnya integrasi data antara aplikasi absensi dengan aplikasi 

perjalanan dinas telah dapat diimplementasikan. Kontribusi dari tim 

efektif dan dukungan dari stakeholder berperan besar dalam 

keberhasilan pembuatan sistem INTEGRITAS. Meskipun terdapat 

beberapa kendala dalam proses integrasi data, dapat diatasi 

dengan koordinasi yang baik dengan tim IT.  

Sistem INTEGRITAS yang berjalan dalam jangka pendek 

telah mampu mengakomodir semua data perjalanan dinas yang  

diajukan melalui aplikasi perjalanan dinas untuk dapat dilakukan 

koreksi pada absensi pegawai yang bersangkutan. Bagi unit kerja 

MKIASN, manfaat penerapan sistem INTEGRITAS sudah dapat 

dirasakan dengan memebrikan kemudahan, mengefektifkan, dan 

mengefisiensikan waktu penginputan pegawai yang melakukan 

kegiatan perjalanan dinas di lingkungan Setjen DPR RI, sehingga 

proses rekapitulasi daftar hadir yang akan digunakan untuk 

perhitungan pembayaran tunjangan kinerja dapat dilakukan dengan 

tepat waktu. Sistem INTEGRITAS yang  dijalankan juga 

meningkatkan akurasi data rekap absensi pegawai yang mengikuti 

perjalanan dinas karena langsung terintegrasi dari data aplikasi 

perjalanan dinas. Selain itu, penerapan sistem INTEGRITAS 

memberikan kemudahan dalam melakukan  pengawasan terhadap 
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pengelolaan izin kehadiran dalam rangka perjalanan dinas dan 

meringkas birokrasi dimana ketika unit kerja melakukan pengajuan 

perjalanan dinas melaui aplikasi perjalanan dinas, tidak lagi perlu 

mengirimkan dokumen izin kehadiran perjalanan dinas ke Bagian 

MKIASN karena data akan langsung terintegrasi.  

  

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh project leader terkait 

pengembangan sistem INTEGRITAS adalah  sebagai berikut : 

1. Sistem INTEGRITAS dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai 

upaya peningkatan pelayanan pengelolaan izin kehadiran di 

Bagian MKIASN 

2. Pengelolaan izin kehadiran secara digital tidak hanya pada izin 

kehadiran dalam rangka perjalanan dinas, inovasi dapat 

dilakukan  pada pengajuan cuti dan izin kehadiran pegawai. 

3. Sistem INTEGRITAS merupakan  integrasi  data antara aplikasi 

absensi  yang dikelola oleh Bagian MKIASN dan  aplikasi 

perjalanan dinas yang dikelola oleh Bagian Perjalanan. Prinsip 

integrasi tersebut diharapkan  dapat juga  digunakan terhadap 

pengelolaan administrasi kepegawaian lain seperti penambahan  

KP4 dan KGB (Kenaikan Gaji Berkala) yang dapat langsung 

terintegrasi dengan sistem di Keuangan sehingga memberikan 

kemudahan, meringkas birokrasi dan  mempercepat proses hak 

keuangan pegawai.  

4. Sistem INTEGRITAS sebagai langkah awal dalam melakukan 

tertib administrasi pengelolaan izin kehadiran dimana 

kedepannya tidak hanya pada aplikasi absensi tapi juga aplikasi 

SIRAJIN (Sistem Informasi Rekap Absensi Jam  Kerja Individu) 

sebagai portal awal absensi pegawai. 
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5. Melihat kemungkinan data pada aplikasi absensi di integrasikan 

kepada aplikasi perjalanan dinas terkait cuti pegawai, sehingga 

pegawai yang sedang melaksanakan cuti tidak dapat diikutkan 

dalam kegiatan perjalanan dinas. Sehingga data absensi  

pegawai dapat dikelola dengan akuntabel dan berlandaskan 

integritas.  
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LAMPIRAN 

No. Kegiatan Link Evidence 

1. Milestone 1 Pembentukan TIM Efektif https://bit.ly/MILESTON

E_1_INTEGRITAS 

 

2. Milestone 2 Pembuatan Alur Kerja dan Fitur 

Layanan INTEGRITAS 

https://bit.ly/Milestone2

_INTEGRITAS 

 

3. Milestone 3 Pembuatan Sistem Layanan https://bit.ly/Milestone3

_INTEGRITAS 

 

4. 

 

Milestone 4 Melakukan Uji Coba Fitur 

INTEGRITAS 

https://bit.ly/Milestone4

_INTEGRITAS 

 

5. 

5

. 

Milestone 5 Melakukan Monitoring dan 

Evaluasi Fitur INTEGRITAS 

https://bit.ly/Milestone5

_INTEGRITAS 

 

7. Kartu Kendali Mentor dan Coach https://bit.ly/KartuKend

ali_AP 

 

8. PPT Laporan Aksi  Perubahan  https://bit.ly/PPT_AP_I

NTEGRITAS 

 

9. Rancangan Aksi Perubahan Optimalisasi 

Rekap Data Absensi melalui Sistem 

‘INTEGRITAS’ Integrasi Aplikasi Absensi dan 

Aplikasi Perjalanan Dinas 

https://bit.ly/laporan_fin

al 

 

 

 

https://bit.ly/MILESTONE_1_INTEGRITAS
https://bit.ly/MILESTONE_1_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone2_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone2_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone3_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone3_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone4_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone4_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone5_INTEGRITAS
https://bit.ly/Milestone5_INTEGRITAS
https://bit.ly/KartuKendali_AP
https://bit.ly/KartuKendali_AP
https://bit.ly/PPT_AP_INTEGRITAS
https://bit.ly/PPT_AP_INTEGRITAS
https://bit.ly/laporan_final
https://bit.ly/laporan_final
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